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JADWAL PROGRAM KERJA
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
TAHUN 2017

WAKTU PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN | TARGET | SASARAN
3 S| B[ SUMBER | o
= 3 g 5 g 2| DANA GUNG KET
SR R gl s| 2| g § JAWAB
a 9’9 = _ -_— > ol & Q »n
99 o g L c S| 9 o] X| 8 ©
U I =2 3| 3| < »n O Z| O
2 3 4 5 6|7(8|9(10|11|12|13|14| 15|16 | 17 18 19 20

BIDANG TEHNIS YUDISIAL

A. HUKUM FORMIL - Ketua

I. PERDATA Mahkamah
Semua hasil rumusan Raker | Melaksanakan | Terwujudnya Terciptanya xixIxIx! x I x 1 x| x| x| x| x| x Syar’iyah
Mahkamah Syar’iyah | seluruh — hasil | henyelesaian ketertiban ~ dan Kualasimp
Kualasimpang tanggal 25 | rumusan = Raker | poryary i kepastian ang
Januari 2017 dijadikan Mahlfamah Mahkamah hukum bag
sebagai pedoman untuk | Syar’iyah .
menyelesaikan perkara di | Kualasimpang Syar’iyah masyarakat
Mahkamah Syar’iyah | sebagai pedoman | Kualasimpang | pencari keadilan
Kua|a5impang’ disamping menyelesaikan secara tepat
peraturan perundang- | perkara di
undangan  lainnya yang | Mahkamah
berkaitan dengan | Syar’iyah
kewenangan ~ Mahkamah | Kualasimpang
Syar’iyah Kualasimpang;

1. Advokat yang beracara di | Melaksanakan Terwujudnya Terciptanya - Majelis
Mahkamah Syar’iyah | peraturan yang | ketertiban ketertiban Hakim
Kualasimpang harus | telah ditetapkan | administrasi hukum di | X[ X[ X|X| X | X | X | X | X | X | X ]| X
menunjukan kartu identitas | Pasal 4 Ayat (1) | persidangan pengadilan
yang masih berlaku dan | Undang-undang
sudah disumpah sesuai | No. 18 Tahun
dengan ketentuan Pasal 4 | 2003
Ayat (1) Undang-undang
No. 18 Tahun 2003 tentang
Advokat dengan
melampirkan fotokopi




identitas advokat, dalam
hal Kartu Tanda Anggota
akan berakhir hakim agar

mengingatkan yang
bersangkutan segera
memperpanjangnya.

Advokat pendamping atau
Advokat Magang dapat
hadir  di persidangan
dengan ketentuan
didampingi oleh Advokat
yang telah memiliki Kartu
Tanda Anggota yang masih
berlaku.

Untuk kuasa insidentil | Menerima dan | Terwujudnya Terciptanya Ketua
harus menpedomani Surat | meneliti tertib ketertiban  dan Mahkamah
Edaran kelengkapan administrasi di | kepastian Syar’iyah
TUADAULDILTUN pendaftaran pengadilan hukum bagi Kualasimp
MARI No. | kuasa insidentil masyarakat ang
MA/KUMDIL/8810/1987 pencari keadilan

sebagaimana dalam buku 1l

dan hasil rapat koordinasi

Mahkamah Syar’iyah Aceh

tanggal 4 s/d 5 agustus

2016 di Banda Aceh;

Terhadap perkara mediasi | Melaksanakan Terwujudnya Terciptanya Majelis
yang diikuti oleh kuasa | Perma Nomor 1 | proses mediasi | kepastian Hakim
harus melampirkan surat | Tahun 2016. yang sederhana | hukum bagi

kuasa istimewa dalam hal masyarakat

salah satu pihak tidak hadir. pencari keadilan

Terhadap perkara Ikrar | Melaksanakan Terwujudnya Terciptanya Majelis
Talak jika  pihak | persidangan proses kepastian Hakim
berhalangan hadir maka | Ikrar Talak. penyelesaian hukum bagi

wajib menyertakan surat ikrar talak tepat | masyarakat

kuasa istimewa . waktu pencari keadilan

Untuk keperluan dalam | Melaksanakan Terwujudnya Terciptanya Majelis
menetapkan hak-hak istri | persidangan penggalian keadilan  bagi Hakim
yang diceraikan dalam fakata-fakta di | masyarakat

perkara perceraian hakim
harus menggali keterangan
pihak atau saksi tentang

persidangan.

pencari keadilan




pekerjaan pemohon (suami)
dan besaran
penghasilannya;

Pada dasarnya putusan
perkara hadhonah dapat
dieksekusi, akan tetapi
dalam pelaksanaannya
harus memperhatikan
kepentingan dan psikologis
anak. Untuk menghindari

kesulitan pelaksanaan
eksekusi, Hakim dapat
menghukum Tergugat
untuk membayar
dwangsom;

Melaksanakan
persidangan;

Terlaksananya
putusan
pengadilan.

Terciptanya
kepastian
hukum bagi
masyarakat
pencari
keadilan;

Majelis
Hakim

Gugatan penguasaan anak,
nafkah anak, nafkah istri,
dan harta bersama dapat
diajukan bersama-sama
dengan gugatan perceraian,
atau dalam gugatan
rekonvensi;

Melaksanakan
persidangan.

Terwujudnya
peradilan yang
sederahan,
cepat, dan
biaya ringan

Terciptanya
kemudahan bagi
pencari keadilan

Majelis
Hakim

Hakim wajib mendamaikan
terlebih  dahulu sebelum
memerintahkan para pihak
untuk mediasi,
sebagaimana ketentuan
pasal 82 UU Nomor 7
Tahun 1989 yang telah
diubah  dan  ditambah
dengan UU Nomor 50
tahun 2009;

Melaksanakan
upaya
perdamaian
dalam setiap
persidangan.

Terwujudnya
peradilan yang
sederahan,
cepat, dan
biaya ringan.

Terlaksananya
penyelesaian
perkara  yang
sederhana.;

Majelis
Hakim

10.

Jika suami atau istri
mengajukan gugatan
perceraian atas perkawinan
yang dilangsungkan diluar
negeri yang tidak
dicatatkan di KUA dalam
tenggang waktu satu tahun,
terhadap gugatan tersebut

Melaksanakan
persidangan

Terwujudnya
kesadaran
hukum bagi
masyarakat.

Terlaksananya
ketertiban
hukum bagi
masyarakat.

Majelis
Hakim




harus  dinyatakan tidak
dapat diterima;

11. Kumulasi itsbat nikah atas | Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya Ketua
pernikahan kedua dengan | persidangan kesadaran ketertiban Majelis
perceraian, sedangkan hukum bagi | hukum bagi
pernikahan yang kedua masyarakat. masyarakat.
tersebut tidak mendapatkan
izin poligami dari
Mahkamah Syar’iyah,
pernikahan tersebut tidak
dapat  diisbatkan  dan
gugatan perceraian tidak
dapat diterima.

12. Pemohon yang mengajukan | Melaksanakan Memberikan Terwujudnya Ketua
Itsbat Nikah sebagai isteri | persidangan perlindungan ketertiban  dan Majelis
kedua, m.aka isteri pertama bagi pihak yang | kepastian
atau .ah“ warisnya V\faj'b terkait. hukum bagi
dijadikan sebagai pihak;

masyarakat
pencari keadilan

13. Gugatan harta bersama | Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya Majelis
setelah  perceraian bagi | persidangan kesadaran ketertiban Hakim
Warga Negara Indonesia hukum bagi | hukum bagi
yang beragama Islam yang masyarakat. masyarakat.
perkawinannya dilakukan
di  luar negeri dapat
dilakukan sepanjang
perkawinan tersebut telah
didaftarkan di PPN Jakarta
Pusat.

14. Pihak ahli waris yang | Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya Majelis
sudah menjual sebagian | persidangan pembagian hak- | kepastian  dan Hakim
harta warisan maka harta hak yang | keadilan hukum
warisan yang dijual berkadilan. bagi
tersebut harus masyarakat.

diperhitungkan dengan
bagian waris yang
seharusnya diterima oleh
ahli waris yang menjual
harta warisan tersebut.




15.

Pelaksanaan descente, sita
jaminan terhadap objek
tanah yang mempunyai
sertifikat harus melibatkan
pihak dari BPN, sepanjang
memungkinkan untuk
diikutsertakan;

Melaksanakan
persidangan
dengan melihat
pihak BPN.

Terlaksananya
hasil
pemeriksaan
yang akurat.

Terwujudnya
kepastian
hukum bagi
masyarakat;

Ketua
Majelis

16.

Permohonan
perubahan/pembetulan
nama dalam akta nikah
merupakan kewenangan
Mahkamah Syar’iyah
(Permenag  Nomor 11
Tahun 2007);

Melaksanakan
persidangan

Terwujudnya
perlindungan
hukum bagi
masyarakat.

Terlaksananya
kepastian
hukum bagi
masyarakat.

Majelis
Hakim

17.

Didalam persidangan
Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang harus

dilakukan  penyumpahan
dan dibuat berita acara
sumpah terhadap penemuan
alat bukti tertulis yang
diajukan sebagai novum
oleh pemohon peninjauan
kembali  sesuai dengan
ketentuan pasal 69 huruf
(b) Undang-undang Nomor
14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009, tanpa harus
menilai alat bukti tersebut
memenuhi syarat novum;

Melaksanakan
penyumpahan di
persidangan.

Terwujudnya
fakta yang
benar.

Terlaksananya
penyelesaian
perkara secara
tepat dan benar.

Majelis
Hakim

18.

Mahkamah Syar’iyah
secara ex officio dapat
menetapkan nafkah anak
kepada ayah apabila secara
nyata anak tersebut berada

Melaksanakan
persidangan

Memberikan
perlindungan
kepada anak.

Terwujudnya
keadilan dan
kepastian
hukum bagi

Majelis
Hakim




dalam  asuhan ibunya,
sebagaimana hal tersebut
diatur dalam pasal 156
Kompilasi Hukum Islam.

masyarakat.

19. Mahkamah Syar’iyah
secara ex officio dapat
menetapkan nafkah anak
kepada ayah apabila secara
nyata anak tersebut berada
dalam asuhan ibunya,
sebagaimana hal tersebut
diatur dalam pasal 156
Kompilasi Hukum Islam.

Melaksanakan
persidangan

Memberikan
perlindungan
kepada anak.

Terwujudnya
keadilan dan
kepastian
hukum bagi
masyarakat.

Majelis
Hakim

20. Sengketa hak milik
sebagaimana dalam
ketentuan pasal 50 ayat (2)
Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006  tentang
peradilan agama
merupakan kewenangan
pengadlian agama
sepanjang sengketa
kepemilikan tersebut
timbul akibat dari transaksi
pindah tangan pertama
yang dilakukan oleh salah
seorang ahli waris dengan
pihak lain. Dalam hal
sengketa kepemilikan yang
timbul  akibat transaksi
kedua dan  seterusnya,
maka sengketa kepemilikan
tersebut merupakan
kewenangan peradilan
umum untuk memutus dan
mengadilinya.

Menerima
perkara dan
melaksanakan
persidangan

Terwujudnya
kesadaran
hukum bagi
masyarakat.

Terlaksananya
ketertiban
hukum bagi
masyarakat.

Majelis
Hakim

II. EKONOMI SYARI’AH
1. Gugatan wanprestasi di

bidang ekonomi syar’iah,
hakim secara ex officio
tidak boleh membatalkan

Menerima
perkara dan
melaksanakan
persidangan .

Terwujudnya
pelaksanaan
hukum  acara
yang benar.

Terlaksananya
ketertiban
hukum bagi
peradilan.

Majelis
Hakim




akad vyang dinilai tidak
sesuai  dengan  prinsip
syariah jika tidak ada
gugatan pembatalan akad
dari para pihak dalam
perkara yang bersangkutan.

Pelaksanaan eksekusi hak | Menerima Terwujudnya Terlaksananya Majelis

tanggungan dan fiducia | perkara dan | pelaksanaan ketertiban Hakim

yang akadnya berdasarkan | melaksanakan hukum  acara | hukum bagi

syari’ah merupakan | persidangan . yang benar. peradilan.

kewenangan =~ Mahkamah

Syar’iyah sedangkan yang

selainnya merupakan

kewenangan peradilan

umum;

Pelaksanaan putusan | Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya Ketua

arbitrase ~ syari’ah dan | pytusan arbitrase | pelaksanaan kepastian Mahkamah

ﬁ?&fﬂ:ﬁ?’;ﬁigimelalw syari’ah putusan sesuai | hukum bagi Syar’iyah
dengan masyarakat Kualasimp
ketentuan. pencari ang

keadilan.

Hakim yang menangani | Melaksanakan Terwujudnya Tercapainya Majelis

perkara ekonomi syari’ah | persidangan penyelesaian keadilan dan Hakim

sedapat mungkin hakim | perkara ekonomi | perkara kepastian

yang telah bersertifikasi | syari’ah sedapat. | ekonomi hukum bagi

hakim ekonomi syari’ah syariah.. masyarakat

dan jika tidak ada maka pencari

hakim yang telah pernah keadilan.

mengikuti diklat ekonomi

syari’ah, jika tidak ada juga

maka  pimpinan  yang

menyelesaikan perkara

tersebut.

Pemeriksaan dalam perkara | Melaksanakan Terlaksananya | Terwujudnya Majelis

ekonomi syariyah terhadap | persidangan proses proses peradilan Hakim

saksi ahli dapat dilakukan
dengan menggunakan
bantuan teknologi
informasi.

penyelesaian
perkara dengan
mudah.

cepat,
sederhana, biaya
ringan.




yang belum bersertifikasi
hakim anak berwenang
memeriksa perkara jinayat
yang pelaku atau
korbannya anak-anak
sepanjang belum ada hakim
yang bersertifikasi hakim
anak.

perkara jinayat.

kepastian
hukum bagi
masyarakat
pencari
keadilan.

1. JINAYAT X | X [ X |X - Majelis
1. Persidangan perkara | Melaksanakan Terlakasananya | Terwujudnya Hakim

Jinayat dilaksanakan | persidangan. Qanun Jinayat. | kepastian

berpedoman kepada Qanun hukum bagi

Aceh nomor 7 tahun 2013 masyarakat.

tentang  hukum  acara

jinayat jika tidak terdapat

dalam Qanun acara jinayat

maka persidangan

dilaksanakan menurut

KUHAP;

Hakim Mahkamah | Melaksanakan Terwujudnya Tercapainya X | x | x |Xx - Majelis

Syar’iyah  Kualasimpang | persidangan penyelesaian keadilan ~ dan Hakim

Mengetahui ;

Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.
NIP. 19641107 199403 1 001

Kualasimpang, 25 Januari 2017
Steering Committe

Dra. Nurismi Ishak
NIP. 19700904 199403 2 006




JADWAL PROGRAM KERJA
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
TAHUN 2017

WAKTU PELAKSANAAN

No. PROGRAM KEGIATAN | TARGET | SASARAN
5 S| o SBLé'\F’{' PENANG
— <)
= s 2| 8| 8| € GUNG | KET
== 2| §| & €| €| DAN
3 5 X3 | | | 8 =4 9 S L A JAWAB
S o 99 2 S| 5| O o X| 8 @
1 2 3 4 5 6|7(8|9(10|11 12|13 |14 | 15| 16| 17 18 19 20
B. | BIDANG KEPANITERAAN DAN TEKHNOLOGI INFORMASI
A. KEPANITERAAN
1. Meningkatkan kualitas | Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya
pelayanan  sesuai ~ SOP | pelayanan sesuai | peningkatan peningkatan xIxlxIxlx Ix Ix Ix Ix Ix |x |x
Mahkamah Syar’iyah | SOP secara one | pelayanan sesuai | pelayanan Panitera Muda
Kualasimpang secara one | top service | SOP secara one | sesuai SOP Gugatan
stop service (satu layanan | dengan top service. secara one top Dan
terpadu), dengan | mengefektifkan service. Ammar
mengefektifkan pelaksanaan Fadhlillah
pelaksanaan sistem meja | system meja |, adhiifia
yakni meja I, Meja Il dan | meja Il dan Meja
Meja IlI; 1
. . Melaksanakan Terwujudnya input | Terlaksananya X| X| X| X! X X X X X X X X
2. menginput biaya perkara. | jyn¢ biaya | biaya perkara | input biaya Kasir
Sesuai dengan transaksi | perkara  setiap | setiap hari oleh | perkara  setiap
yang masuk perharinya; hari. kasir. hari oleh kasir.
Melaksanakan Terwujudnya Terciptanya X| X[ X| X[ X |[X |X | X [X |[X | X |X
3. ll;/lﬁ;lgksanal;aagkeseraaarpan keseragaman keseragaman keseragaman
Panail Py blelias PMH,  PHS, | PMH, PHS, | PMH,  PHS,
blangkgl an, | dan anko" | Relaas Panggilan | Relaas Panggilan | Relaas Panitera
anko kalnnyaf agla_lr dan Blangko | dan Blangko | Panggilan dan Dan
menggunaxan ormuiir lainnya  sesuai | lainnya. Blangko ]
administrasi ~ kepaniteraan dengan formulir lainnya Nurizal
yang  dikeluarkan oleh | o4 Goo oo ' Ardiansyah, SE
Ditjen Badilag tahun 2014; yang dikeluarkan
Ditjen  Badilag

tahun 2014




Melaksanakan Terwujudnya Terciptanya

Melaksanakan layanan pembuatan pembuatan pelayanan Panitera

pen_daftaran perkara secara layanan layanan hukum  kepada Dan

online; pendaftaran pendaftaran masyarakat Fahmi
perkara  secara | perkara  secara Ardiansyah
online online

Membuat Keputusan Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya

bersama dengan pengadilan pembuatan pembuatan pembuatan

negeri kualasimpang keputusan keputusan keputusan

tentang Biaya Pemanggilan | bersama dengan | bersama dengan | bersama dengan

dan Biaya Pemberitahuan | pengadilan pengadilan negeri | pengadilan Ketua

Isi Putusan; negeri kualasimpang negeri Mahkamah
kualasimpang tentang biaya | kualasimpang Syar’iyah

tentang biaya
pemanggilan dan
biaya
pemberitahuan
isi putusan

pemanggilan dan
biaya
pemberitahuan isi
putusan

tentang  biaya
pemanggilan
dan biaya
pemberitahuan
isi putusan

Kualasimpang

Melaksanakan Peraturan
Pemerintah  Nomor 53

Melaksanakan
penyetoran

Terwujudnya
penyetoran PNBP

Terlaksananya
penyetoran

Tahun 2008  tentang | PNBP seminggu | seminggu  dua | PNBP seminggu Panitera
Penerimaan Negara Bukan dua kali sesuai | kali sesuai PP | dua kali sesuai Dan
Pajak yang penyetoran di | PP Nomor 53 | Nomor 53 Tahun | PP Nomor 53 Yusnidar, SH
Lali_sanakan seminggu dua | Tahun 2008 2008 Tahun 2008
ali;
wcaan | peun | PSS | Tl s
Mahkamah ~ Agung Rl
Nomor 3 Tahun 2012 | Mahkamah Mahkamah Mahkamah
tentang biaya proses dan | Agung RI | Agung RI Nomor | Agung RI
panjar biaya perkara yang | Nomor 3 Tahun | 3 Tahun 2012 | Nomor 3 Tahun
berpedoman pada Surat | 2012  tentang | tentang  biaya | 2012  tentang
Keputusan Pfgtua biaya proses dan | proses dan panjar | biaya proses dan
Mahkamah Syariyah | oniar biaya | biaya  perkara | panjar  biaya Kasir
kualasimpang tentang biaya
perkara; perkara yang | yang berpedoman | perkara  yang Dan
berpedoman pada Surat | berpedoman Ammar
pada Surat | Keputusan Ketua | pada Surat Fadhlillah
Keputusan Ketua | Mahkamah Keputusan
Mahkamah Syar’iyah Ketua
Syar’iyah kualasimpang Mahkamah
kualasimpang tentang biaya | Syar’iyah

tentang biaya
perkara;

perkara;

kualasimpang
tentang  biaya




perkara;

. Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya
8. Mengoptimalkan L T L .
pemanfaatan instrumen optimalisasi optimalisasi optimalisasi Pamtera_
perkara di  kepaniteraan | Pemanfaatan pemanfaatan pemanfaatan Pengganti
untuk menunjang tertib | instrument instrument instrument Dan
administrasi perkara; perkara di | perkara di | perkara di Jurusita
kepaniteraan kepaniteraan kepaniteraan Pengganti
9. Mengefektifkan pengisian Mela.kéanakan Tervv.uj:udnya Terla.k.sananya
semua buku register, buku pengisian semua | pengisian semua | pengisian semua _
jurnal, buku induk | buku  register, | buku  register, | buku  register, Meja Il, Anwar
keuangan perkara; buku jurnal, | buku jurnal, buku | buku jurnal, Tr;:];i;n
buku induk | induk keuangan | buku induk Fadhlillah
keuangan perkara keuangan
perkara perkara
10. Melaksanakan penempatan Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya
buku-buku register perkara penempatan penempatan penempatan
secara tertib, aman dan | Puku-buku buku-buku buku-buku
terpelihara dalam lemari | register perkara | register perkara | register perkara Anwar Amri
khusus; secara tertib, | secara tertib, | secara tertib, Dan
aman dan | aman dan | aman dan Ammar
terpelihara terpelihara dalam | terpelihara Fadhlillah
dalam lemari | lemari khusus dalam  lemari
khusus khusus
11. Meningkatkan tertib Mel_aksanakan Ter\_/vujudnya Ter;iptanya
pengelolaan dan Penataan pen_lngkatan pen_lngkatan pen_lngkatan
arsip perkara berdasarkan | tertib tertib pengelolaan | tertib _
Pola Pembinaan dan | pengelolaan dan | dan penataan | pengelolaan dan Panitera Muda
Pengendalian Administrasi | penataan arsip | arsip perkara | penataan arsip Hgkum
(POLA BINDALMIN); perkara berdasarkan pola | perkara Nurailgal
berdasarkan pola | BINDALMIN berdasarkan Ardiansyah, SE
BINDALMIN pola
BINDALMIN
12. Menginput seluruh putusan Mela_ksanakan _Terwujudnya _Terciptanya
dan penetapan ke website penginputan input data seluruh | input data
Mahkamah Syar’iyah | Seluruh putusan | putusan dan | seluruh putusan Nurizal
Kualasimpang dan Direktori | dan  penetapan | penetapan ke | dan penetapan Ardiansyah, SE
Putusan MA RI; ke website | website ke website
mahkamah mahkamah mahkamah
syar’iyah syar’iyah syar’iyah




kualasimpang
dan direktori
putusan MA RI

kualasimpang
dan direktori
putusan MA RI

kualasimpang
dan direktori
putusan MA RI

13.

Membuat  buku  kontrol
arsip perkara, baik secara
manual maupun pada
aplikasi menu arsip perkara
di SIPP;

Melaksanakan

pembuatan buku
control arsip
perkara, baik
secara  manual

Terwujudnya

pembuatan buku
control arsip
perkara, baik
secara manual

Terlaksananya

pembuatan buku
control arsip
perkara,  baik
secara manual

Panitera Muda

Hukum
maupun pada | maupun pada | maupun  pada
aplikasi  menu | aplikasi menu | aplikasi  menu
arsip perkara di | arsip perkara di | arsip perkara di
SIPP SIPP SIPP
14. Mengoptimalkan panggilan Me_laksaimak_an Ter.vv ujgdnya Terllaksgnar.lya
tabayyun melalui aplikasi optlmgllsam optlmgllsaa optlmgllsaﬂ
SIPP dan website | Panggilan panggilan panggilan
Mahkamah Syar’iyah | tabayyun melalui | tabayyun melalui | tabayyun Pani
. 7 S S anitera
Kualasimpang; aplikasi SIPP | aplikasi SIPP dan | melalui aplikasi Dan
dan Website | Website SIPP dan Fahmi
Mahkamah Mahkamah Website Ardiansyah
Syar’iyah Syar’iyah Mahkamah
Kualasimpang Kualasimpang Syar’iyah
Kualasimpang
15. Mengoptimalkan fungsi Me_laksgnak_an Ter_vv ujgdn)_/a Ter_laksz_inar?ya
Hakim Pengawas untuk optlm_allsa5| _ optlm_allsa5| _ optlm_allsa5| _
memeriksa  kelengkapan | fungsi  hakim | fungsi hakim | fungsi  hakim
berkas banding, kasasi dan | Pengawas untuk | Pengawas untuk | Pengawas untuk
PK sesuai dengan surat | memeriksa memeriksa memeriksa
keputusan ketua mahkamah | kelengkapan kelengkapan kelengkapan
syar’iyah kualasimpang; berkas banding, | berkas banding, | berkas banding,
kasasi dan PK | kasasi dan PK | kasasi dan PK
sesuai  dengan | sesuai dengan | sesuai  dengan
surat keputusan | surat keputusan | surat keputusan
ketua mahkamah | ketua mahkamah | ketua
syar’iyah syar’iyah mahkamah
kualasimpang kualasimpang syar’iyah
kualasimpang
. Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya
16. Meningkatkan pelaksanaan | oo ia Nomor | PERMA  Nomor | PERMA Nomor Panitera

PERMA Nomor 1 Tahun
2014 Pedoman Pemberian
Layanan  Hukum  Bagi

1 Tahun 2014
Pedoman

1 Tahun 2014
Pedoman

1 Tahun 2014
Pedoman




17.

Masyarakat Tidak Mampu; Pemberian Pemberian Pemberian
Layanan Hukum | Layanan Hukum | Layanan
Bagi Masyarakat | Bagi Masyarakat | Hukum Bagi
Tidak Mampu Tidak Mampu Masyarakat
Tidak Mampu
Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya

Melaksanakan SEMA
Nomor 3 Tahun 2014
tentang Tatacara Pelayanan
dan Pemeriksaan Perkara

SEMA Nomor 3
Tahun 2014
tentang Tatacara

SEMA Nomor 3
Tahun 2014
tentang Tatacara

SEMA Nomor 3
Tahun 2014
tentang Tatacara

Volunter  Itsbat  Nikah | Pelayanan dan | Pelayanan  dan | Pelayanan dan Panitera
Dalam Pelayanan Terpadu. | Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan
Perkara Volunter | Perkara Volunter | Perkara
Itsbat Nikah. Itsbat Nikah. Volunter Itsbat
Nikah.
18. Melaksanakan Sidang I\/_Ielaksana_k_an T_erlaksana_n_ya T.erlaksana.n.ya
Keliling: Sidang keliling Sidang keliling Sidang keliling Panitera
untuk
masyarakat
19. Membuat laporan perkara Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya
Prodeo, Sidang Keliling dan pembuatan laporan pgrkara laporan pgrkara
Pos Bantuan Hukum dan laporan perkara | Prodeo, Sidang Prodeo, Sidang
biaya perkara setiap bulan; Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Keliling dan Pos
Keliling dan Pos | Bantuan Hukum Bantuan Hukum Panitera

Bantuan Hukum

dan biaya perkara

dan biaya

dan biaya setiap bulan. perkara setiap
perkara setiap bulan.
bulan.

. Melaksanakan Mewujudkan Terlaksananya

20. Mengarsipkan putusan
dalam bentuk soft copy dan putusan dalam putusan dalam putusan dalam
di tempatkan pada album | Pentuksoftcopy. | bentuk soft copy. | bentuk soft
compact disk (CD) dan copy. Panitera Muda
diberi nomor  perkara, Hukum
khusus  untuk  perkara
jinayah mengirim salianan
putusan ke  mahkamah
syar’iyah aceh;

21. Mengoptimalkan g/lti_lakslzf\nalfan Ter-WUjIl-Jdn)./a Ter_lakslgnar?ya banitera Muda
penanganan pengaduan ptimalisasi optimalisasi optimalisasi y
berdasarkan PERMA no 9 | Penanganan penanganan penanganan ukum
tahun 2016; pengaduan pengaduan pengaduan




berdasarkan berdasarkan berdasarkan
PERMA o 9 PERMA no 9 PERMAno 9
tahun 2016 tahun 2016 tahun 2016
22. Mengefektifkan Mela'k§anakan Terwujudnya Terlaksana}nya

penyampaian laporan efektlfltas_ laporan kea_daan penyampaian

keadaan  perkara  dari | Penyampaian perkara dari laporan keadaan

Mahkamah Syar’iyah | laporan keadaan | Mahkamah perkara dari

Kualasimpang ke | perkara dari Syar’iyah Mahkamah

Mahkamah Syar’iyah Aceh | Mahkamah Kualasimpang ke | Syar’iyah )

paling lambat tanggal 2 | gyurjyan Mahkamah Kualasimpang Panitera Muda

(dua) setiap bulannya; Kualasimpang Syar’iyah Aceh ke Mahkamah Hukum
ke Mahkamah paling lambat Syar’iyah Aceh
Syar’iyah Aceh tanggal 2 (dua) paling lambat
paling lambat setiap bulannya tanggal 2 (dua)
tanggal 2 (dua) setiap bulannya
setiap bulannya

23 Melakukan pengawasan Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya

terhadap keuangan perkara pengawasan pengawasan pengawasan

dan  buku-buku register terhadap terhadap terhadap

perkara minimal satu bulan | keuangan keuangan perkara | keuangan Wakil Ketua

sekali oleh Panitera; perkara dan dan buku-buku perkara dan Mahkamah
buku-buku register perkara buku-buku Syar’iyah
register perkara minimal satu register perkara Kualasimpang
minimal satu bulan sekali oleh | minimal satu
bulan sekali oleh | Panitera; bulan sekali

Panitera;

oleh Panitera;

24,

Melaksanakan  pembuatan
berita acara oleh
Panitera/Panitera pengganti
di periksa oleh Majelis
hakim melalui folder
masing-masing majelis
hakim, sebelum di tanda
tangani dan berita acara
sidang harus selesai 3 hari
sebelum sidang berikutnya;

Melaksanakan
pembuatan
Setiap berita
acara yang di
buat oleh
Panitera/Panitera
pengganti di
periksa oleh
Majelis hakim
melalui folder
masing-masing
majelis hakim,
sebelum di tanda
tangani dan
berita acara

Terwujudnya
pembuatan Setiap
berita acara yang
di buat oleh
Panitera/Panitera
pengganti di
periksa oleh
Majelis hakim
melalui folder
masing-masing
majelis hakim,
sebelum di tanda
tangani dan berita
acara sidang
harus selesai 3

Terlaksananya
pembuatan
Setiap berita
acara yang di
buat oleh
Panitera/Paniter
a pengganti di
periksa oleh
Majelis hakim
melalui folder
masing-masing
majelis hakim,
sebelum di
tanda tangani
dan berita acara

Panitera
Pengganti




sidang harus
selesai 3 hari
sebelum sidang
berikutnya

hari sebelum
sidang berikutnya

sidang harus
selesai 3 hari
sebelum sidang
berikutnya

Melaksanakan

Terwujudnya

Terealisasinya

25. Melakukan minutasi berkas inutasi berk inutasi berk inutasi berk Pani

perkara 3 hari setelah putus; minutasi  ber as. minutasi  ber a§ minutasi ber a§ amtera_
perkara 3 hari | perkara 3 hari | perkara 3 hari Pengganti
setelah putus setelah putus setelah putus
Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya

26. Melaksanakan pembuatan buatan Akt vguwt ):Akt buat Kkt
Akta Cerai dalam perkara pem'uaan a pem.ua an Akta pem.ua an Akta
cerai gugat di cetak 1 (satu) | Cerai dalam Cerai dalam Cerai dalam
hari setelah perkara tersebut | perkara cerai perkara cerali perkara cerai
BHT; gugat 1 (satu) gugat di cetak 1 gugat di cetak 1

hari setelah (satu) hari setelah | (satu) hari

perkara tersebut | perkara tersebut setelah perkara

BHT; BHT; tersebut BHT;
. Melaksanak T j Terlak

27. Mengoptimalkan i e[W“JIU.d”Ya i
pemanfaatan aplikasi SIPP optimalisasi optimalisasi optimalisasi
sejak pendaftaran perkara | Pemanfaatan pemanfaatan pemanfaatan )
sampai minutasi: aplikasi  SIPP | aplikasi ~ SIPP | aplikasi  SIPP Pagltefa

sejak sejak pendaftaran | sejak Nureilgal
pendaftaran perkara  sampai | pendaftaran Ardiansyah, SE
perkara sampai | minutasi. perkara sampai

minutasi. minutasi.

B. TEKNOLOGI
INFORMASI

1. Rencana dan server
penyimpan data;

a.  Membuat Roadmap | a. Melaksanakan | a. Terwujudnya a. Terlaksananya Wakil Ketua
Tekhnologi Informasi untuk pembuatan pembuatan pembuatan Mahke}mah
Mahkamah Syar’iyah roadmap  TI roadmap Tl roadmap Tl Syar’iyah
Kualasimpang; untuk untuk untuk Kualasimpang

mahkamah mahkamah mahkamah

Syar’iyah Syar’iyah Syar’iyah

Kualasimpang Kualasimpang Kualasimpang
b. Mempersiapkan b. Melaksanakan | b. Terwujudnya b. Terlaksananya

pengamanan dan
penyimpanan seluruh data
secara lengkap;

pengamanan
dan
penyimpanan
data secara
lengkap

pengamanan
dan
penyimpanan
data secara
lengkap

pengamanan
dan
penyimpanan
data secara
lengkap




Mengusulkan  pengadaan
server  sesuai standar
mahkamah agung;

Meningkatkan  bimbingan
teknis bagi operator
Aplikasi, SIPP dan
Website;

¢. Melaksanakan
pengusulan
pengadaan
server  sesuai
standar MA

d.Melaksanakan
peningkatan
bimbingan
teknis bagi
operator
aplikasi, SIPP
dan Website

¢. Terwujudnya
pengusulan
pengadaan
server  sesuai
standar MA

d.Terwujudnya
peningkatan
bimbingan
teknis bagi
operator
aplikasi,  SIPP
dan Website

c. Terlaksananya
pengusulan
pengadaan
server  sesuai
standar MA

d. Terlaksananya
peningkatan
bimbingan
teknis bagi
operator
aplikasi, SIPP
dan Website

Kepala Sub
Bagian
Perencanaan,
Teknologi
Informasi, dan
Pelaporan

Panitera
Dan
Sekretaris

Meja Informasi

Menyediakan media

informasi berupa :

a.l. Brosur prosedur
berperkara;

a.2. Banner.

a.3. TV Media.

a.4. Touch Screen media
informasi.

a.5. Papan pengumuan.

Melaksanakan Pelatihan
petugas meja informasi
melalui Diklat Di Tempat
Kerja (DDTK).

Menyediakan sarana dan
prasarana sebagai
pendukung meja informasi
berupa  tempat, meja,
Komputer yang terkoneksi
dengan SIPP, dan lain-lain.

a. Melaksanakan
penyediaan
berupa:

. Brosur prosedur
berperkara;

b. Banner.

c. TV Media.

d. Touch Screen
media informasi.
e. Papan
Pengumuman

b. Melaksanakan
pelatihan
petugas meja
informasi
melalui Diklat
DDTK

¢. Menyediakan
sarana dan
prasarana
sebagai
pendukung
meja informasi

a. Terwujudnya
penyediaan
berupa:

. Brosur  prosedur
berperkara;

b. Banner.

c. TV Media.

d. Touch Screen
media informasi.
e. Papan
Pengumuman

b. Terwujudnya
pelatihan
petugas  meja
informasi
melalui  Diklat
DDTK

c. Terwujudnya
sarana dan
prasarana
sebagai
pendukung
meja informasi

. Tersebarnya
informasi
berupa:

. Brosur prosedur
berperkara;

b. Banner.

c. TV Media.

d. Touch Screen
media informasi.
e. Papan
Pengumuman

b. Terciptanya
petugas
informasi  yang
profesional

. Terpenuhinya
sarana dan
prasarana
sebagai
pendukung meja
informasi

Panitera Muda
Dan
Fahmi
Ardiansyah




Pengelolaan Website

Meningkatkan sistem
pengelolaan website;

Meningkatkan
implementasi  KMA  1-

144/SK/2014 tentang
Keterbukaan Informasi di
Pengadilan dengan
melengkapi dan

mengupdate content menu
informasi peradilan pada
website sebanyak 47 item
untuk Mahkamah
Syar’iyah.

Mengupdate data informasi
dan berita di website secara
continue dan berkala.

Meningkatkan tampilan
website  sebagai  media
digital modern;

Melatih petugas pengelola
website melalui Diklat Di
Tempat Kerja (DDTK).

a. Melaksanakan
peningkatan
system
pengelolaan
website

b.Melaksanakan
peningkatan
KMA 1-
144/SK/2014
tentang
Keterbukaan
Informasi di
Pengadilan
dengan
melengkapi dan
mengupdate
content  menu
informasi
peradilan  pada
website
sebanyak 47
item untuk
Mahkamah
Syar’iyah

¢. Melaksanakan
update  data
informasi dan
berita ~ pada
website secara
berkala

d. Melaksanakan
peningkatan
tampilan
website
sebagai media
digital modern

e. Melaksanakan
pelatihan
petugas
pengelola
websire
melalui Diklat
DDTK

a. Terwujudnya
peningkatan
system
pengelolaan
website

b.Terwujudnya

peningkatan
KMA 1-
144/SK/2014
tentang
Keterbukaan
Informasi di
Pengadilan
dengan
melengkapi dan
mengupdate
content  menu
informasi
peradilan  pada
website sebanyak
47 item untuk
Mahkamah
Syar’iyah

c. Terwujudnya
update data
informasi  dan
berita pada
website secara
berkala

d. Terwujudnya
peningkatan
tampilan
website
sebagai media
digital modern

e. Terwujudnya
pelatihan
petugas
pengelola
websire
melalui Diklat
DDTK

a. Terciptanya
system
pengelolaan
website secara
baik

b.Terlaksananya
peningkatan
KMA 1-
144/SK/2014
tentang
Keterbukaan
Informasi di
Pengadilan
dengan
melengkapi dan
mengupdate
content menu
informasi
peradilan pada
website
sebanyak 47
item untuk
Mahkamah
Syar’iyah

c. Terpenuhinya
update data
informasi  dan
berita pada
website secara
berkala

d. Terlaksananya
peningkatan
tampilan
website sebagai
media  digital
modern

e. Terciptanya
pelatihan
petugas
pengelola
websire melalui
Diklat DDTK
secara

profesional

Kepala Sub
Bagian
Perencanaan,
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
Dan
Fahmi
Ardiansyah




Menyediakan  pendaftaran
perkara online di website
Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang.

f. Membuat
sarana
pendaftaran
online di
website  MS
Kualasimpang

f. Terwujudnya
sarana

pendaftaran
online di
website MS

Kualasimpang

d. Terwujudnya

f. Terpenuhinya
sarana

pendaftaran
online di
website MS

Kualasimpang

g. Menyediakan dan mengisi | 9- Melaksanakan d. Terciptanya
Portal Tabayyun (panggilan penyediaan penye_d!aan dan | portal tabayyun
delegasi) pada website. dan  mengisi mengisi (panggilan
tabayyun tabayyun delegasi) pada
(panggilan (panggilan website
delegasi) pada delegasi) pada
website website
4. SIPP
a. Mengefektifkan input data fa. Melaksanakan a. Efektifitas input . Terlaksananya
perkara ke SIPP; pengefektifan data perkara ke | pengefektifan
input data SIPP input data
perkara ke SIPP perkara ke SIPP
b. Meningkatkan upload data |b.Melaksanakan b. Terwuj |.Terlaksananya
perkara SIPP ke Website | upload data | udnya peningkatan
http://sipp- perkara SIPP ke | peningkatan upload data
ma.mahkamahagung.go.id/. | SIPP upload data | perkara SIPP ke
Mahkamah perkara SIPP ke | SIPP
Agung SIPP  Mahkamah | Mahkamah .
Agung Agung Panitera
Dan
. Melaksanakan  pelatihan | c. Melaksanakan | C- Terwujudnya . Terciptanya Nurizal
petugas pengelola SIPP dan |  Pelatihan Pelatihan Pelatihan Ardiansyah, SE
user melalui Diklat Di | petugas petugas petugas
Tempat Kerja (DDTK). pengelola pengelola SIPP | pengelola SIPP
SIPP dan User | dan User di| dan User di
di tempat | tempat  kerja | tempat  kerja
kerja (DDTK) (DDTK) (DDTK) yang
profesional
d.  Menyiapkan antrian sidang | d. Melaksanakan | d- Terwuj . Terlaksananya
berbasis SIPP system atrian | udnya system | system atrian
sidang atrian  sidang | sidang berbasis
berbasis SIPP, | berbasis SIPP, | SIPP,  berupa
berupa ATR | berupa  ATR | ATR dan E-
dan E-SKUM | danE-SKUM | SKUM
5. Transparansi Putusan
. e. Melaksanakan | e. Terwujudnya [e. Terlaksananya
€. Men_mgk_atkan pelaksanaar! peningkatan peningkatan peningkatan Panitera
publikasi putusan melalui “hopci oo oo
Direktori  Putusan  pada publikasi publikasi publikasi _ Dan
website Mahkamah putusan putusan putusan melalui Nurizal




Syar'iyah Kualasimpang melalui melalui website Ardiansyah, SE
secara one day publish. website website mahkamah
mahkamah mahkamah syar’iyah
syar’iyah syar’iyah Kualasimpang
Kualasimpang Kualasimpang
Mengoptimalkan Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya X | x |x | x |Xx
pemanfaatan  teknologi | optimalisasi optimalisasi optimalisasi
informasi guna | pemanfaatan pemanfaatan pemanfaatan
pengembangan teknologi teknologi teknologi
. informasi guna | informasi  guna | informasi guna
Website, pengembangan : | pengembangan: pengembangan :
SIPP a. Website, a. Website, . Website,
Pelayanan pendaftaran b SIPP b SIPP b SIPP
online, ' ' '
.. c.Pelayanan c. Pelayanan c. Pelayanan
U_pload dat_a: di info perkara pendaftaran pendaftaran pendaftaran
di web badilag, online, online, online, Keé)ala} Sub
agian
ppload  putusan P02 iy Upload data di d.Upload data di d.Upload data di Peroncanaan
' info perkara di | info perkara di | info perkara di Teknologi

Pelaksanaan arsip digital,

Pelaksanaan arsip putusan
dan arsip kegiatan dan
surat-surat dinas setiap unit
pada server Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang,

web badilag,

e.Upload putusan
pada Direktori
Putusan MA,

f.Pelaksanaan
arsip digital.

g.Pelaksanaan
arsip  putusan
dan arsip
kegiatan dan
surat-surat dinas
setiap unit pada
server
Mahkamah
Syar’iyah
Kualasimpang.

web badilag,

e.Upload putusan

pada  Direktori
Putusan MA,

f.Pelaksanaan arsip

digital.

0.Pelaksanaan

arsip putusan dan
arsip  kegiatan
dan  surat-surat
dinas setiap unit
pada server
Mahkamah
Syar’iyah
Kualasimpang.

web badilag,

e.Upload putusan
pada Direktori
Putusan MA,

if.Pelaksanaan
arsip digital.

0.Pelaksanaan
arsip  putusan
dan arsip
kegiatan  dan
surat-surat
dinas setiap
unit pada server
Mahkamah
Syar’iyah
Kualasimpang.

Informasi dan
Pelaporan, Fahmi
Ardiansyah dan
Nurizal
Ardiansyah, SE

Mengetahui ;

Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.

NIP. 19641107 199403 1 001

Kualasimpang, 25 Januari 2017
Steering Committe

Dra. Nurismi Ishak
NIP. 19700904 199403 2 006




JADWAL PROGRAM KERJA
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
TAHUN 2017

WAKTU PELAKSANAAN

No. PROGRAM KEGIATAN TARGET | SASARAN
S |4 o SUM PENANG
'~ d.]389
45 ==l = g BER GUNG KET
S299.] @85 gg DANA JAWAB
g98gddg=gd3%83d
o D = o5
11111 f1|1]|1
1 2 3 4 5 678901234567 18 19 20
C. | BIDANG KESEKRETARIATAN DAN ORGANISASI NON KEDINASAN
A. Kesekretariatan Ka Sub Bag
a. Umum Umum dan
1) Meningkatkan tertib Melaksanakan tertib | Terwujudnya | Terlaksananya X x ! x| x!x! x| x| x| x| x| x| x Keuangan
per]gelolaan_SL:jrat danbftlj(nga pengelolaan surat dan | pengelolaan pengelolaan
arsip, sesuai dengan buku | : : . :
edisi. 2007 Pola  Klasifikasi fungsi  arsip  sesuai surat_ da_m surf';\t dan funsi
Surat Mahkamah Agung RI ; pedoman MARI fungsi  arsip | arsip
dengan baik
2) Pengelolaan Surat Masuk | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya X| X[ X| X[ X| X[ X]|X]|X]|X|X]X Ka Sub Bag
dan Keluar melalui aplikasi | pengelolaan surat | pengelolaan pengelolaan Umum dan
ASAMURAT masuk  dan  keluar | surat masuk | aplikasi Keuangan
melalui aplikasi | dan keluar | ASAMURAT
ASAMURAT melalui
aplikasi
ASAMURAT
3) Membuat buku  bantu | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksannya X| X[ X| X[ X]| X[ X]|X]|X]|X|X]|X Ka Sub Bag
distribusi surat masuk ; penggunaa buku bantu | pemakaian penggunaan Umum dan
distribusi surat masuk buku  bantu | buku bantu Keuangan
distribusi distribusi  surat
surat masuk masuk
4) Meningkatkan tertib | Melaksanakan tertib | Terwujudnya | Terlaksananya X| X[ X| X[ x| X| x| x| x| X|X]|X Ka Sub Bag
administrasi ~ pengelolaan | administrasi tertib tertib Umum dan
perpustakaan secara manual Keuangan

maupun secara aplikasi ;

pengelolaan administrasi administrasi

perpustakaan secara | perpustakaan secara manual




manual maupun aplikasi

secara manual

maupun aplikasi

maupun
aplikasi
5) Mengupayakan pengadaan | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya DIPA 2017 Sekretaris
Meja Baca, Rak/Lemari | pengadaan sarana | pengadaan pengadaan
dan sarana perpustakaan | nerpustakaan dan buku | sarana sarana
Lﬂppnéiaizgs ,BUKU bacaan bacaan perpustakaan perpustakaan
' dan buku | dan buku
bacaan bacaan
6) Meningkatkan pengelolaan | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
tertib administrasi barang | pengelolaan tertib | pengelolaan pengelolaan Umum dan
milik Negara ; administrasi barang | tertib tertib Keuangan
milik negara administrasi administrasi
barang milik | barang milik
negara negara
7) Mengusulkan  penetapan | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Status Pengguna Barang | penetapan status | penetapan penetapan status Umum dan
Milik Negara ; pengguna BMN status pengguna BMN Keuangan
pengguna
BMN
8) Mengusulkan penghapusan | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Barang Milik Negara ke | pengusulan pengusulan pengusulan Umum dan
KPKNL Lhokseumawe ; penghapusan BMN ke | penghapusan | penghapusan Keuangan
KPKNL BMN ke | BMN ke
KPKNL KPKNL
9) Melakukan  Rekonsiliasi | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
BMN  Semester  dan | rekonsiliasi BMN | rekonsiliasi rekonsiliasi Umum dan
Tahunan ke  KPKNL | semester dan Tahunan | BMN BMN Semester Keuangan
Lhokseumawe; ke KPKNL Semester dan | dan Tahunan ke
Tahunan ke | KPKNL
KPKNL
10)Menyusun Laporan BMN | Melaksanakan laporan | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Semester 1 dan 11 BMN Semester | dan Il | laporan BMN | laporan BMN Umum dan
Semester I | Semester | dan Keuangan
dan Il 1l
11)Mengentri ATK ke dalam | Melaksanakan Entri | Terwujudnya Terlaksananya Ka Sub Bag
Aplikasi Persediaan ATK Ke dalam Aplikasi | entri ATK Ke | entri ATK ke Umum dan
Persediaan dalam Aplikasi | dalam Aplikasi Keuangan
Persediaan Persediaan




12)Mengusulkan Melaksanakan  usulan | Terwujudnya | Terlaksananya Sekretaris
pembangunan Ruang | pembangunan  Ruang | usulan usulan
tunggu  sidang, Ruang | tynggu sidang, ruang | pembangunan | pembangunan
Tahanan, halaman ~dan tahanan, halaman dan | Ruang tunggu | Ruang tunggu
taman  gedung  kantor . .
Mahkamah Syar’iyah taman gedung kantor | sidang, ruang | sidang, ruang
Kualasimpang pada APBN- | Pada APBN-P 2017 tahanan, tahanan,
P Tahun 2017 ; halaman dan | halaman dan
taman gedung | taman  gedung
kantor  pada | kantor pada
APBN-P 2017 | APBN-P 2017
13)Mengupayakan Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Sekretaris
pembangunan Nomenklatur | pembangunan pembangunan | pembangunan
Mahkamah Syar’iyah | omenklatur mahkamah | nomenklatur nomenklatur
I2<(;11617I§S|mpang pada tahun syar’iyah kualasimpang | mahkamah mahkamah
' tahun 2017 syar’iyah syar’iyah
kualasimpang | kualasimpang
tahun 2017 tahun 2017
14)Mengusulkan ~ pengadaan | Melaksanakan usulan | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
kenderaan dinas roda empat | pengadaan  kendaraan | usulan usulan Perencanaa,
pada APBN-P 2017; dinas roda empat pada | pengadaan pengadaan Teknologi
APBN-P 2017 kendaraan kendaraan dinas Informasi dan
dinas roda | roda empat pada Pelaporan
empat pada | APBN-P 2017
APBN-P 2017
15)Mengupayakan Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Sekretaris
pembangunan parkir para | pembangunan  parkir | pembangunan | pembangunan
pihak pada tahun 2017 para pihak tahun 2017 | parkir  para | parkir para
pihak  tahun | pihak tahun
2017 2017
16)Mengupayakan pengurusan | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
sertifikat tanah rumah dinas | pengurusan  sertifikat | pengurusan pengurusan Umum dan
pada tahun 2017 tanah rumah dinas tahun | sertifikat sertifikat tanah Keuangan
2017 tanah rumah | rumah dinas
dinas  tahun | tahun 2017
2017
17)Melaksanakan Rapat Kerja | Melaksanakan rapat kerja | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Mahkamah Syar’iyah | Mahkamah Syariah | rapat  kerja | rapat kerja Umum dan
Kualasimpang ~satu  kali | Kualasimpang satu Kali | nsoniamah Mahkamah Keuangan
dalam satu tahun dalam satu tahun Syariah Syariah




Kualasimpang

Kualasimpang

satu kali | satu kali dalam
dalam  satu | satu tahun
tahun
18)Melaksanakan Rapat | Melaksanakan rapat | Terwujudnya | Terlaksananya Sekretaris
Koordinasi Mahkamah | koordinasi mahkamah | rapat rapat koordinasi
Syar’iyah ~ Kualasimpang | yariyah kualasimpang | koordinasi mahkamah
satu kali setiap bulan satu kali setiap bulan mahkamah syar’iyah
syar’iyah kualasimpang
kualasimpang | satu kali setiap
satu kali | bulan
setiap bulan
19)Menyusun laporan LKJiP | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
dengan membentuk Tim | penyusunan LKjIP | penyusunan penyusunan Perencanaa,
Evaluasi Kinerja dengan membentuk Tim | LKjIP dengan | LKjIP  dengan Teknologi
Evaluasi Kinerja membentuk membentuk Tim Informasi dan
Tim Evaluasi | Evaluasi Pelaporan
Kinerja Kinerja
20)Mempersiapkan data | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya
dukung untuk kenaikan | persiapan data dukung | data dukung | persiapan data
kelas Mahkamah Syar’iyah | yntyk  kenaikan kelas | untuk dukung  untuk
Kualasimpang ke Kelas 1B Mahkamah  Syar’iyah | kenaikan kenaikan kelas
Kualasimpang ke Kelas | kelas Mahkamah
IB Mahkamah Syar’iyah
Syar’iyah Kualasimpang
Kualasimpang | ke Kelas IB
ke Kelas IB
21)Melakukan kegiatan senam | Melaksanakan kegiatan | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
sehat 2 kali dalam sebulan | senam sehat 2 kali | kegiatan kegiatan senam Umum dan
sekali dalam sebulan sekali senam sehat 2 | sehat 2  kali Keuangan
kali dalam | dalam sebulan
sebulan sekali | sekali
22)Melakukan kegiatan gotong | Melaksanakan gotong | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
royong 2 kali dalam | royong 2 kali dalam | gotong royong | gotong royong 2 Umum dan
sebulan sekali sebulan sekali 2 kali dalam | kali dalam Keuangan
sebulan sekali | sebulan sekali
23)Melaksanakan  Refresing | Melaksanakan refresing | Terwujudnya | Terlaksananya Sekretaris
keluarga besar Mahkamah | keluarga besar | refresing refresing

Syar’iyah  Kualasimpang




sekali dalam setahun

mahkamah  syar’iyah

keluarga besar

keluarga besar

kualasimpang sekali | mahkamah mahkamah
dalam setahun syar’iyah syar’iyah
kualasimpang | kualasimpang
sekali dalam | sekali dalam
setahun setahun
b. Keuangan Ka Sub Bag
1) Mendukung dengan | Melaksanakan laporan | Terwujudnya | Terlaksananya Umum dan
sepenuhnya opini BPK at_as keuangan yang | laporan laporan Keuangan
laporan keuangan Wajar | transparan dan | keuangan keuangan yang
tanpa Pengecualian (WTP) | akuntabel dan tepat | yang transparan dan
pada Mahkamah Agung waktu pada Mahkamah | transparan dan | akuntabel dan
Syar’iyah akuntabel dan | tepat waktu
Kualasimpang tepat waktu
2) Melaksanakan  pengisian | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksanya Ka Sub Bag
dan mengumpulkan data | pengisian dan | pengisian dan | pengisian dan Perencanaa,
pendukung  kelengkapan | mengumpulkan  data | mengumpul mengumpulkan Teknologi
usulan  RKA-KL Tahun_ dukung kelengkapan | kan engumpulan Informasi dan
Anggaran 2018  sesuai pendukung grap pengump
dengan skala prioritas RKA-.KL Tahun 2018 | pendukung data pendukung Pelaporan
sesuai dengan skala | kelengkapan kelengkapan
prioritas RKA-KL RKA-KL Tahun
Tahun 2018 | 2018 sesuai
sesuai dengan | dengan  skala
skala prioritas | prioritas
3) Mengusulkan  pengadaan | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
ATR dan E-SKUM pada | pengadaan ATR dan E- | pengadaan pengadaan ATR Perencanaa,
RKA-KL Tahun 2018 SKUM pada RKA-KL | ATR dan E- | dan E-SKUM Teknologi
Tahun 2018 SKUM pada | pada RKA-KL Informasi dan
RKA-KL Tahun 2018 Pelaporan
Tahun 2018
4) Merencanakan penggunaan | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya DIPA 2017 Ka Sub Bag
keuangan sesuai dengan | penggunaan keuangan | penggunaan penggunaan Umum dan
DIPA yang tersedia sesuai dengan DIPA | keuangan keuangan sesuai Keuangan
yang tersedia sesuai dengan | dengan  DIPA
DIPA  yang | yang tersedia
tersedia
5) Menggunakan dana DIPA | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
secara efektif dan efisien | penggunaan dana DIPA | penggunaan penggunaan Umum dan
222;?;?& memenuhi | secara  efektif dan | dana  DIPA | dana DIPA Keuangan

efisien

secara efektif

secara  efektif




dan efisien

dan efisien

6) Meningkatkan pengetahuan | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
SDM pengelola keuangan | pengetahuan SDM | pengetahuan | pengetahuan Umum dan
untuk mengikuti pelatinan | pengelola  keuangan | SDM SDM Pengelola Keuangan
fjeill(;I:anr;cI)(gn yudisial ﬁgﬁ teknis non yudisial pada | Pengelola keuangan teknis
Mahkamah Agung, Mahkamah  Syar’iyah keua_ngan non yudisial
Mahkamah Syar’iyah Aceh | Kualasimpang teknis ~ non | pada Mahkamah
maupun Instansi Lainnya yudisial pada | Syar’iyah

Mahkamah Kualasimpang
Syar’iyah
Kualasimpang

7) Membuat usulan tunjangan | Melaksanakan usulan | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
khusus  Kinerja pegawai | khusus kinerja | usulan khusus | usulan khusus Umum dan
(remunerasi) setiap bulan | (remunerasi) pada | kinerja kinerja Keuangan
paling lambat tanggal 5 tanggal 5 setiap | (remunerasi) (remunerasi)

bulannya pada tanggal 5 | pada tanggal 5
setiap setiap bulannya
bulannya

8) Penyampaian LPJ | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Bendahara setiap bulan | penyampaian LPJ | penyampaian | penyampaian Umum dan
paling lambat tanggal 10 Bendahara setiap awal | LPJ LPJ Bendahara Keuangan

bulan Bendahara setiap awal
setiap  awal | bulan
bulan

9) Penyampaian E-Rekon ke | Melaksanakan E- | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
KPPN setiap bulan paling | Rekon ke KPPN setiap | E-Rekon ke | E-Rekon ke Umum dan
lambat tanggal 10 bulannya KPPN setiap | KPPN  setiap Keuangan

bulannya bulannya

10) Melaksanakan Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Penyampaian laporan | penyampaian  laporan | penyampaian | penyampaian Umum dan
SAIBA SAIBA tepat waktu laporan laporan SAIBA Keuangan

SAIBA tepat | tepat waktu
waktu

11)Menyusun Laporan | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Realisasi Anggaran | penyusunan laporan | penyusunan penyusunan Umum dan
Bulanan  (Aplikasi  E- | regjisasi anggaran | laporan laporan realisasi Keuangan
Monev  Anggaran  dan bulanan realisasi anggaran

Aplikasi Komdanas)

anggaran




bulanan

bulanan

12)Menyusun Laporan | Melaksanakan laporan | Terwujudnya | Terciptanya Ka Sub Bag
Realisasi Anggaran | realisasi anggaran | laporan laporan realisasi Umum dan
Tiwulan — (Aplikasi  E- | trjwylan tepat waktu realisasi anggaran Keuangan
Monev Bappenas) anggaran triwulan  tepat
triwulan tepat | waktu
waktu
13)Menyusun Laporan | Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya Ka Sub Bag
Realisasi Anggaran | penyusunan laporan | penyusunan | penyusunan Umum dan
Semesteran (Aplikasi | realisasi anggaran | laporan realisasi | |anoran realisasi Keuangan
Komdanas) semesteran anggaran anggaran
semesteran
semesteran
14)Menyusun Laporan | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Realisasi Anggaran | penyusunan  laporan | penyusunan penyusunan Umum dan
Tahunan realisasi anggaran | laporan laporan realisasi Keuangan
tahunanan realisasi anggaran
anggaran tahunanan
tahunanan
15)Menyusun Laporan | Melaksanakan laporan | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Keuangan Semester | dan Il | keuangan semester | | laporan laporan Umum dan
dan 1l keuangan keuangan Keuangan
semester | dan | semester | dan
| 1l
16)Merealisasikan ~ anggaran | Melaksanakan realisasi | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
belanja program dukungan | anggaran belanja | realisasi realisasi Umum dan
manajemen dan | program dukungan | anggaran anggaran Keuangan
pe_laksanaan tugas _teknis manajemen dan | belanja belanja program
lainnya mahkamah
syar’iyah kualasimpang : pelal_<sanaar_1 tugas | program dukur_]gan
a) Belanja Pegawai total | teknis lainnya pada | dukungan manajemen dan
pagu anggaran mahkamah syar’iyah | manajemen pelaksanaan
Rp. 3.508.143.000,- kualasimpang dan tugas teknis
b) Belanja Barang pelaksanaan lainnya  pada
Operasional total pagu tugas  teknis | mahkamah
anggaran : Rp. lainnya pada | syar’iyah
856.546.000,- .
c) Belanja Barang Non mahkamah kualasimpang
Operasional total pagu syar’iyah
anggaran : Rp. kualasimpang
78.000.000,-
17)Merealisasikan ~ program | Melaksanakan realisasi | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
sarana  dan  prasarana | program sarana dan | realisasi realisasi Umum dan
Aparatur Mahkamah program program sarana




Agung (DIPA 01) dengan | prasarana aparatur | sarana dan | dan  prasarana Keuangan
total pagu anggaran Rp. | mahkamah  syar’iyah | prasarana aparatur
332.500.000,- kualasimpang(DIPA 01) aparatur mahkamah

mahkamah syar’iyah

syar’iyah kualasimpang

kualasimpang | (DIPA 01)

(DIPA 01)

18) Merealisasikan program | Melaksanakan realisasi | Terwujudnya Terlaksananya Ka Sub Bag
manajemen peradilan | program manajemen realisasi realisasi Umum dan
agama (DIPA 04) dengan | peradilan agama (DIPA E:gg;er?nen program Keuangan
total anggaran Rp. : manajemen

04) peradilan agama .
75.250.000,- (DIPA 04) peradilan agama
(DIPA 04)

19)Merealisasikan ~ Anggaran | Melaksanakan realisasi | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Belanja ~ Modal  Alat | anggaran belanja modal | realisasi realisasi Umum dan
Eeng("?l? _ Data S kda“ alat pengolah data dan | anggaran anggaran Keuangan

omunixas PeNaukung | 1 omunikasi pendukung | belanja modal | belanja modal

kesekretariatan ~ (Laptop, .

Printer Pita, CCTV dan kesekretariatan alat pengolah | alat  pengolah

Infocus); datadan data dan
komunikasi komunikasi
pendukung pendukung
kesekretariatan | kesekretariatan

20)Merealisasikan pengadaan | Melaksanakan realisasi | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
peralatan  dan fasilitas | pengadaan  peralatan | realisai realisai Umum dan
perkantoran (Meubelair); dan fasilitas | pengadaan pengadaan Keuangan

perkantoran peralatan dan | peralatan  dan
fasilitas fasilitas
perkantoran perkantoran

21)Merealisasikan  Anggaran | Melaksanakan realisasi | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Belanja ~ Modal  Alat | anggaran belanja modal | realisasi realisasi Umum dan
pengolah  Data  SIPP | 515t pengolah data SIPP | anggaran anggaran Keuangan
EJLISE;Qpl TV LED, dan belanja modal | belanja modal

' alat pengolah | alat  pengolah
data SIPP data SIPP

22)Merealisasikan belanja | Melaksanakan realisasi | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
pegawai (Gaji dan Uang | pelanja pegawai dan | realisasi realisasi belanja Umum dan
Makan), _bel;mlja barang | pelanja barang belanja pegawai  dan Keuangan
(GUP) setiap bulan pegawai dan | belanja barang

belanja barang

23)Memberikan Form SPT | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Kepada semua Hakim dan | penyaluran form SPT | penyaluran penyaluran form Umum dan
Pegawai Mahkamah | kenada semua hakim | form SPT | SPT  Kepada




Syar’iyah  Kualasimpang | dan  pegawai untuk | Kepada semua | semua  hakim Keuangan
untuk dilaporkan oleh yang | dilaporkan oleh yang | hakim  dan | dan  pegawai
bersangkutan paling lambat | persangkutan pegawai untuk | untuk
31 Maret 2017 dilaporkan dilaporkan oleh
oleh yang | yang
bersangkutan | bersangkutan
24) Melaksanakan  penyetoran | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
pajak belanja barang (PPN | penyetoran pajak | penyetoran penyetoran Umum dan
10 % dan PPh 1,5%) dan | pelanja barang setiap | pajak belanja | pajak  belanja Keuangan
pemeliharaan (PPN 10% dan | pylannya barang setiap | barang  setiap
PPh 2%) setiap bulannya bulannya bulannya
25)Mengupdate dan | Melaksanakan update | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
mengupload data keuangan | data keuangan pada | update data | update data Umum dan
pada Aplikasi | aplikasi KOMDANAS | keuangan keuangan pada Keuangan
KOMDANAS pada aplikasi | aplikasi
KOMDANAS | KOMDANAS
26)Melaksanakan study | Melaksanakan study | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
banding ke Pengadilan | banding ke pengadilan | study banding | study banding Umum dan
Agama/Mahkamah agama/mahkamah ke pengadilan | ke  pengadilan Keuangan
Syariyah  yang telah | (o ioah vang  telah | agama/mahka | agama/mahkam
mendapat 1SO atau sudah .. -
Akreditasi mendapat 1SO  atau | mah syar’iyah | ah syar’iyah
sudah akreditasi yang telah | yang telah
mendapat 1SO | mendapat ISO
atau sudah | atau sudah
akreditasi akreditasi
d. Kepegawaian
1) Meningkatkan disiplin Melaksanakan disiplin | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
pegawai dengan pegawai sesuai dengan | disiplin disiplin pegawai Kepegawaian,
mempedomani ketentuan peraturan yang berlaku | pegawai sesuai  dengan Organisasi dan
yang berlaku dengan tentang disiplin PNS sesuai dengan | peraturan yang Tata Laksana
menerapkan PP Nomor 32
Tahun 1979 tentang peraturan bgr_lak_u tentang
pemberhentian PNS dan PP yang berlaku | disiplin PNS
Nomor 53 Tahun 2010 tentang
tentang Disiplin PNS disiplin PNS
2) Meningkatkan disiplin | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
berpakaian dinas pada jam | peningkatan disiplin | peningkatan peningkatan Kepegawaian,
dinas berpakaian dinas disiplin disiplin Organisasi dan
berpakaian berpakaian Tata Laksana




dinas

dinas

3) Meningkatkan disiplin | Melaksanakan disiplin | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
dengan pelaksanaan Apel | dengan  pelaksanaan | disiplin disiplin  dengan Kepegawaian,
Setiz’ip Senin  Pagi dan | ane| senin pagi dan | dengan pelaksanaan Organisasi dan
Jum’at Sore jum’at sore pelaksanaan apel senin pagi Tata Laksana

apel senin | dan jum’at sore
pagi dan
jum’at sore

4) Meningkatkan Disiplin | Melaksanakan disiplin | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Hakim,  Pegawai  dan | hakim, pegawai dan | disiplin disiplin  hakim, Kepegawaian,
Honorer dengan | ponorer dengan absen | hakim, pegawai  dan Organisasi dan
m?:teéiﬁk&nanﬁgfen Finger finger dan manual pegawai dan | honorer dengan Tata Laksana

honorer absen finger dan
dengan absen | manual

finger dan

manual

5) Memberikan penghargaan Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
kepada pegawai dan pemberian penghargaan | pemberian pemberian Kepegawaian,
honorer yang berprestasi kepada pegawai dan | penghargaan | penghargaan Organisasi dan
(reward and punishment) honorer yang | kepada kepada pegawai Tata Laksana

berprestasi pegawai dan | dan honorer
honorer yang | yang berprestasi
berprestasi

6) Memberikan sanksi kepada | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
pegawa! negeri dan | pemberian sanksi | pemberian pemberian Kepegawaian,
pegawai  honorer yang | kepada PNS  dan | sanksi kepada | sanksi kepada Organisasi dan
g]eerﬁzggr?r p;;?]t;ranb:ﬁsaukﬂ Honorer yang | PNS dan | PNS dan Tata Laksana
(reward and punishment) melaqggar peraturan | Honorer yang | Honorer yang

sesuai dengan peraturan | melanggar melanggar

yang berlaku peraturan peraturan sesuai
sesuai dengan | dengan
peraturan peraturan yang

yang berlaku

berlaku

7

Meningkatkan kualitas
pengetahuan SDM Hakim,
Pegawai, dan Staf untuk
mengikuti pelatihan teknis
non yudisial yang
dilaksanakan oleh

Melaksanakan

peningkatan kualitas
SDM Hakim, Pegawai
dan Staf untuk
mengikuti pelatihan

Terwujudnya
peningkatan
kualitas SDM
Hakim,
Pegawai dan
Staf untuk

Terlaksananya
peningkatan
kualitas SDM
Hakim, Pegawai
dan Staf untuk
mengikuti

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana




Mahkamah Agung, | teknis non yudisial mengikuti pelatihan teknis
Mahkamah Syar’iyah Aceh pelatihan non yudisial
maupun Instansi Lainnya teknis non
yudisial
8) Melaksanakan rekruitmen | Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya Ka Sub Bag

dan seleksi Pegawai
honorer dengan
berpedoman kepada Juklak
dan Juknis Mahkamah
Syar’iyah  Aceh  setiap

pelaksanaan rekruitmen
dan seleksi pegawai
honorer sesuai dengan
juklak dan juknis setiap

pelaksanaan
rekruitmen &
seleksi
pegawai
honorer sesuai
dengan juklak

pelaksanaan

rekruitmen dan
seleksi pegawai
honorer  sesuai
dengan  juklak

Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana

Awal Tahun awal tahun 1gan  Juklak | qan juknis
& juknis setiap setiap awal
awal tahun
tahun
9) Membuat Pakta Integritas | Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
setiap Hakim dan Pegawai | penandatangan  pakta | penandatangan | penandatangan Kepegawaian,
setiap Awal Tahun integritas untuk hakim | pakta pakta integritas Organisasi dan
dan pegawai setiap awal | integritas untuk hakim Tata Laksana
tahun untuk hakim | dan  pegawai
dan pegawai | setiap awal
setiap  awal | tahun
tahun
10)Mengusulkan tanda jasa | Melaksanakan usulan | Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
pengabdian  hakim dan | tanda jasa pengabdian | usulan tanda | usulan  tanda Kepegawaian,
pegawai  yang  telah | pakim dan pegawai | jasa jasa pengabdian Organisasi dan
memenuhi syarat yang telah memenuhi | pengabdian hakim dan Tata Laksana
syarat hakim dan | pegawai  yang

pegawai yang
telah
memenuhi
syarat

telah memenuhi
syarat

11)Mengusulkan Pemberian
ljin Belajar ke Mahkamah
Syar’iyah Aceh bagi
Hakim/Pegawai yang akan
melanjutkan pendididikan
yang lebih tinggi

Melaksanakan
pengusulan  pemberian
ijin belajar bagi hakim
dan pegawai ke
Mahkamah  Syar’iyah
Aceh

Terwujudnya
pengusulan
pemberian ijin
belajar  bagi
hakim dan
pegawai ke
Mahkamah

Syar’iyah

Aceh

Terlaksananya

pengusulan
pemberian ijin
belajar bagi
hakim dan
pegawai ke
Mahkamah

Syar’iyah Aceh

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana

12)Mengusulkan kenaikan
pangkat, gaji berkala,
pensiun pegawai tepat

Melaksanakan
pengusulan  kenaikan

Terwujudnya
pengusulan

Terlaksananya
pengusulan

Ka Sub Bag
Kepegawaian,




waktu

gaji berkala, kenaikan
pangkat dan pensiun
dengan tepat waktu

kenaikan gaji
berkala,
kenaikan
pangkat dan
pensiun
dengan tepat
waktu

kenaikan  gaji
berkala,
kenaikan
pangkat dan
pensiun dengan
tepat waktu

Organisasi dan
Tata Laksana

13)Mengusulkan Karpeg,
Karis/Karsu, Taspen dan
BPJS bagi yang belum
memiliki

Melaksanakan
pengusulan karpeg,
karis/karsu, taspen dan
BPJS bagi yang belum
memiliki

Terwujudnya
pengusulan
karpeg,
karis/karsu,
taspen dan
BPJS bagi
yang  belum
memiliki

Terlaksananya
pengusulan
karpeg,
karis/karsu,
taspen dan BPJS
bagi yang belum
memiliki

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana

14)Melengkapi dokumen
elektronik administrasi
Pegawai khususnya dalam
aplikasi SIMPEG/E-
Documen

Melaksanakan
kelengkapan dokumen
elektronik administrasi
pegawai dalam aplikasi
SIMPEG/E-DOC

Terwujudnya
kelengkapan
dokumen
elektronik
administrasi
pegawai
dalam aplikasi
SIMPEG/E-
DOC

Terlaksananya
kelengkapan
dokumen
elektronik
administrasi
pegawai dalam
aplikasi
SIMPEG/E-
DOC

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana

15)Melengkapi dokumen
elektronik administrasi
Pegawai khususnya dalam
aplikasi SIKEP/E-
Documen

Melaksanakan
kelengkapan dokumen
elektronik administrasi
pegawai dalam aplikasi
SIKEP/E-DOC

Terwujudnya
kelengkapan
dokumen
elektronik
administrasi
pegawai
dalam aplikasi
SIKEP/E-
DOC

Terlaksananya
kelengkapan
dokumen
elektronik
administrasi
pegawai dalam
aplikasi
SIKEP/E-DOC

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana

16)Menerbitkan SK Pegawai
Honorer

Melaksanakan
Penerbitan SK Pegawai
honorer

Terwujudnya
Penerbitan SK
Pegawai
honorer

Terlaksananya
Penerbitan SK
Pegawai

honorer

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana

17)Menerbitkan SK yang
berhubungan dengan

Melaksanakan
penerbitan SK yang

Terwujudnya
penerbitan SK

Terlaksananya
penerbitan  SK

Ka Sub Bag
Kepegawaian,




Kepegawaian

berhubungan  dengan
kepegawaian

yang
berhubungan
dengan
kepegawaian

yang
berhubungan
dengan
kepegawaian

Organisasi dan
Tata Laksana

18)Menerapkan kontrak kerja
pegawai honorer

Melaksanakan kontrak
kerja pegawai honorer

Terwujudnya
kontrak kerja
pegawai
honorer

Terlaksananya
kontrak  kerja
pegawai

honorer

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana

19)Mengkoordinir pembuatan
SKP setiap awal tahun dan
penilaian prestasi kerja
disetiap akhir tahun

Melaksanakan
pembuatan SKP setiap
Awal Tahun  dan
Penilaian prestasi kerja
disetiap akhir tahun

Terwujudnya
pembuatan
SKP  setiap
Awal Tahun
dan Penilaian
prestasi kerja
disetiap akhir
tahun

Terlaksananya
pembuatan SKP
setiap Awal
Tahun dan
Penilaian

prestasi  kerja
disetiap  akhir
tahun

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana

20)Membentuk tim monitoring
evaluasi terhadap
pelaksanaan Perma Nomor
7, 8,9 Tahun 2016

Melaksanakan
pembentukan tim
monitoring dan evaluasi
terhadap perma nomor
7,8,9 tahun 2016

Terwujudnya
pembentukan
tim
monitoring
dan evaluasi
terhadap
perma nomor
7,89 tahun
2016

Terlaksananya
pembentukan
tim  monitoring
dan evaluasi
terhadap perma
nomor 7,89
tahun 2016

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana

21)Mengupdate data
kepegawaian Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang di
KOMDANAS

Melaksanakan  update
data kepegawaian pada
aplikasi KOMDANAS

Terwujudnya
update  data
kepegawaian

Terlaksananya
update data
kepegawaian

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan

pada aplikasi | pada  aplikasi Tata Laksana
KOMDANAS | KOMDANAS
22)Membentuk SK Tim Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
Penanganan Pengaduan pembentukan SK Tim | pembentukan | pembentukan Kepegawaian,
beserta pengawasannya penanganan pengaduan | SK Tim | SK Tim Organisasi dan
beserta pengawasan penanganan penanganan Tata Laksana
pengaduan pengaduan
beserta beserta
pengawasan pengawasan




23)Membentuk Tim Reformasi
Birokrasi

Melaksanakan
pembentukan Tim
reformasi birokrasi

Terwujudnya
pembentukan
Tim reformasi
birokrasi

Terlaksananya
pembentukan
Tim  reformasi
birokrasi

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana

24)Membuat Rencana dan Tim
WBK (Wilayah Bebas
Korupsi)

Melaksanakan rencana
dan tim wilayah bebas
korupsi

Terwujudnya
rencana dan
tim  wilayah
bebas korupsi

Terlaksananya
rencana dan tim
wilayah  bebas
korupsi

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana

25)Membuat SK Tim
Penyusun SAKIP di
Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang

Melaksanakan
pembuatan SK Tim
penyusun SAKIP

Terwujudnya
pembuatan SK
Tim penyusun
SAKIP

Terlaksananya
pembuatan SK
Tim  penyusun
SAKIP

Ka Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana

dengan

d. Teknologi Informasi,
Perencanaan dan
Pelaporan
1) Menunjuk petugas Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
pengelolaan Teknologi penunjukan  petugas | penunjukan penunjukan Perencanaa,
Informasi pengelolaan  teknologi | petugas petugas Teknologi
informasi pengelolaan pengelolaan Informasi dan
teknologi teknologi Pelaporan
informasi informasi
2) Mengawasi pengelolaan Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
teknologi informasi secara | pengawasan pengawasan pengawasan Perencanaa,
rutin pengelolaan  teknologi | pengelolaan pengelolaan Teknologi
informasi secara rutin teknologi teknologi Informasi dan
informasi informasi secara Pelaporan
secara rutin rutin
3) Mendokumentasikan Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
seluruh kegiatan Pimpinan | dokumentasi  seluruh | dokumentasi | dokumentasi Perencanaa,
dan Kantor kegiatan pimpinan dan | seluruh seluruh kegiatan Teknologi
kantor kegiatan pimpinan  dan Informasi dan
pimpinan dan | kantor Pelaporan
kantor
4) Membuat papan statistik Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
yang berkaitan dengan pembuatan papan | pembuatan pembuatan Perencanaa,
kegiatan kantor statistic yang berkaitan | papan statistic | papan statistic Teknologi
dengan kegiatan kantor | yang yang berkaitan Informasi dan
berkaitan dengan kegiatan Pelaporan




kegiatan kantor
kantor
5) Membuat berita kegiatan Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
pimpinan dan kantor serta | pembuatan berita | pembuatan pembuatan Perencanaa,
mengirimkan ke website kegiatan pimpinan dan | berita berita kegiatan Teknologi
MS Kualammpang, MS kantor serta | kegiatan pimpinan  dan Informasi dan
Aceh dan Badilag.net; . L
mengirimkan ke | pimpinan dan | kantor serta Pelaporan
website Mahkamah | kantor serta | mengirimkan ke
Syar’iyah mengirimkan | website
Kualasimpang, ke website | Mahkamah
Mahkamah  Syar’iyah | Mahkamah Syar’iyah
Aceh dan Badilag.net Syar’iyah Kualasimpang,
Kualasimpang | Mahkamah
Mahkamah Syar’iyah Aceh
Syar’iyah dan Badilag.net
Aceh dan
Badilag.net
6) Membuat kaleidoskop Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
kegiatan Mahkamah pembuatan kaleidoskop | pembuatan kaleidoskop Perencanaa,
Syar’iah selama satu tahun | egiatan Mahkamah kaleidoskop kegiatan Teknologi
Syar’iah selama satu kegiatan Mahkamah Informasi dan
tahun Mahkamah Syar’iah selama Pelaporan
Syar’iah satu tahun
selama satu
tahun
7) Melaksanakan evaluasi Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ka Sub Bag
internal secara berkala pelaksanaan  evaluasi | pelaksanaan pelaksanaan Perencanaa,
internal secara berkala evaluasi evaluasi internal Teknologi
internal secara | secara berkala Informasi dan
berkala Pelaporan
2. Organisasi Non
Kedinasan
a) lkatan Hakim Indonesia Ketua IKAHI
(1KAHTI)
1) Mendukung pelaksanaan Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ketua IKAHI

program kerja IKAHI
Cabang Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang.

pelaksanaan  program
kerja 1KAHI Cabang
Mahkamah  Syar’iyah

pelaksanaan
program Kerja
IKAHI
Cabang

pelaksanaan
program  kerja
IKAHI Cabang
Mahkamah




Kualasimpang

Mahkamah
Syar’iyah
Kualasimpang

Syar’iyah
Kualasimpang

2) Mengaktifkan kegiatan Melaksanakan kegiatan | Terwujudnya | Terlaksananya Ketua IKAHI
IKAHI Mahkamah IKAHI Mahkamah | kegiatan kegiatan 1KAHI
Syar’iyah Kualasimpang Syar’iyah IKAHI Mahkamah
gaDl?\;n duaﬁzéahp;négﬁzﬁtan Kualasimpang _ dalam Mahkamah Syar’iy_ah
hukum, IT, pengawasan upaya penmgka.\Fan Syar’ly.ah Kualasimpang
dan Pedoman perilaku SDM dalam hal kajian | Kualasimpang | dalam  upaya
Hakim hukum, IT, pengawasan | dalam upaya | peningkatan

dan Pedoman perilaku | peningkatan SDM dalam hal
Hakim SDM  dalam | kajian hukum,
hal kajian | IT, pengawasan
hukum, IT, | dan  Pedoman
pengawasan perilaku Hakim
dan Pedoman
perilaku
Hakim

3) Mengusulkan agar setiap Melaksanakan agar | Terwujudnya | Terlaksananya Ketua IKAHI
anggota IKAHI Cabang setiap anggota IKAHI | agar  setiap | agar setiap
Kualasimpang memiliki | capang  Kualasimpang | anggota anggota IKAHI
I;;Z:guizggi&t;m?;}a?a” memiliki kartu anggota | IKAHI Cabang

IKAHI dari pengurus | Cabang Kualasimpang
IKAHI pusat Kualasimpang | memiliki kartu
memiliki anggota IKAHI
kartu anggota | dari  pengurus
IKAHI  dari | IKAHI pusat
pengurus
IKAHI pusat

4) Mengupayakan agar setiap Melaksanakan agar | Terwujudnya | Terlaksananya Ketua IKAHI
anggota IKAHI Mahkamah | setiap anggota IKAHI | agar  setiap | agar setiap
Syar’iyah Kualasimpang Mahkamah  Syar’iyah | anggota anggota 1KAHI
men;adl peserta dana sosial Kualasimpang menjadi | IKAHI Mahkamah
Hakim, dan memperoleh . .

Kartu anggota pese_rta dana  sosial | Mahkamah Syar’ly_ah
Hakim, dan | Syar’iyah Kualasimpang
memperoleh kartu | Kualasimpang | menjadi peserta
anggota menjadi dana sosial

peserta dana | Hakim, dan
sosial Hakim, | memperoleh
dan kartu anggota

memperoleh




kartu anggota

5) Mengupayakan bantuan Melaksanakan upaya | Terwujudnya Terlaksananya Ketua IKAHI
hukum (advokasi) bagi bantuan hukum | upaya bantuan | upaya  bantuan
hakim dan keluarganya yang (advokasi) bagi hakim | hukum hukum
tersangkut dengan hukum dan keluarganya vyang | (advokasi) bagi | (advokasi) bagi
tersangkut dengan hukum | hakim dan | hakim dan
keluarganya keluarganya
yang yang tersangkut
tersangkut dengan hukum
dengan hukum
b) Ikatan Panitera/
Sekretaris Peradilan
Indonesia (IPASPI)
1) Membentuk Pengurus Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ketua IPASPI
IPASPI dan mengusulkan | terbentuknya pengurus | pembentukan | pembentukan
Kartu Anggota IPASPI IPASPI dan | pengurus pengurus
mengusulkan kartu | IPASPI  dan | IPASPI dan
anggota IPASPI mengusulkan | mengusulkan
kartu anggota | kartu  anggota
IPASPI IPASPI
2) Menindaklanjuti program Melaksanakan  tindak | Terwujudnya | Terlaksananya Ketua IPASPI
kerja IPASPI pusat lanjut program kerja | tindak lanjut | tindak  lanjut
IPASPI Pusat program Kerja | program kerja
IPASPI Pusat | IPASPI Pusat
3) Mengaktifkan iuran Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ketua IPASPI
anggota masing masing pengaktifan iuran | pengaktifan pengaktifan
cabang sesuai kesepakatan | anggota masing2 | iuran anggota | iuran  anggota
833; tuar:lfls,[knsglu;fr[]r;gtelah cabang sesuai | masing2 _ masin_gZ cabang
di programkan kesepal_<atan guna u_ntuk cabang sesuai | sesuai
menunjang kegiatan | kesepakatan kesepakatan
IPASPI  yang telah | guna  untuk | guna untuk
diprogramkan menunjang menunjang
kegiatan kegiatan
IPASPI vyang | IPASPI  yang
telah telah

diprogramkan

diprogramkan




4) Mengupayakan bantuan Melaksanakan  upaya | Terwujudnya | Terlaksananya Ketua IPASPI
hukum (advokasi) bagi bantuan hukum | upaya bantuan | upaya bantuan
seluruh jajaran (advokasi) bagi seluruh | hukum hukum
Kepaniteraan dan jajaran Kepaniteraan | (advokasi) (advokasi) bagi
Kesekretariatan dan dan Kesekretariatan dan | bagi  seluruh | seluruh jajaran
keluarganya yang keluarganya yang | jajaran Kepaniteraan
tersangkut dengan hukum tersangkut dengan | Kepaniteraan | dan
hukum dan Kesekretariatan
Kesekretariata | dan keluarganya
n dan | yang tersangkut
keluarganya dengan hukum
yang
tersangkut
dengan
hukum
c) Persatuan Tenis Warga
Pengadilan (PTWP)
1) Mendukung program kerja | Melaksanakan program | Terwujudnya | Terlaksananya Ketua PTWP
PTWP daerah lingkungan | kerja PTWP daerah | program kerja | program  kerja
MS Aceh lingkungan Mahkamah | PTWP daerah | PTWP  daerah
Syar’iyah Aceh lingkungan lingkungan
Mahkamah Mahkamah
Syar’iyah Syar’iyah Aceh
Aceh
2) Melaksanakan pembinaan | Melaksanakan Terwujudnya Terlaksananya Ketua PTWP
secara  berkala  untuk | pelaksanaan pembinaan | pelaksanaan pelaksanaan
mempersiapkan Team | secara berkala dengan | pembinaan pembinaan
PTWP Mahkamah | melakukan latihan yang | secara berkala | secara  berkala
Syar’iyah  Kualasimpang, | efektif dan pertandingan dengan dengan
dengan melakukan _Iatlhan uji coba melakukan melakukan
latihan yang efektif dua latihan ana | latihan an
kali dalam seminggu dan a . yang . yang
pertandingan uji coba di efektlf_ dan efektlf_ da_ry
wilayah Aceh dan luar aceh pertandingan pertandingan uji
uji coba coba
3) Mengaktifkan iuran Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya Ketua PTWP
anggota PTWP Daerah, pengaktifan iuran | pengaktifan iuran anggota
Pusat, MS Kualasimpang anggota PTWP Daerah, PTWP Daerah,

dan sumbangan lain sesuai
program kerja Persatuan
Tenis Warga Peradilan
Cabang Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang

Pusat, MS
Kualasimpang dan
sumbangan lain sesuai
program kerja Persatuan
Tenis Warga Peradilan
Cabang Mahkamah
Syar’iyah
Kualasimpang

iuran anggota
PTWP
Daerah, Pusat,
MS
Kualasimpang
dan
sumbangan
lain sesuai

Pusat, MS
Kualasimpang
dan sumbangan
lain sesuai
program kerja
Persatuan Tenis
Warga




program kerja
Persatuan
Tenis Warga
Peradilan
Cabang
Mahkamah
Syar’iyah
Kualasimpang

Peradilan
Cabang
Mahkamah
Syar’iyah
Kualasimpang

d)

Koperasi

1)

Meningkatkan usaha

Melaksanakan

Terwujudnya

Terlaksananya

Ketua Koperasi

koperasi Mahkamah peningkatan usaha | peningkatan | peningkatan
Syar :jyah Fualasmpang koperasi yang dapat | usaha usaha koperasi
yang dapal ; :
mensejahterakan anggota mensejahterakan koperasi yang | yang _ dapat
anggota dapat mensejahteraka
mensejahterak | n anggota
an anggota
2) Melakukan kerja sama Melaksanakan kerja | Terwujudnya | Terlaksananya Ketua Koperasi

dengan Bank BRI Cabang
Kualasimpang dalam hal
EDC Merchant

sama dengan Bank BRI
Kualasimpang  dalam
hal EDC Merchant

kerja ~ sama
dengan Bank
BRI

Kualasimpang

kerja sama
dengan  Bank
BRI
Kualasimpang

dalam hal | dalam hal EDC
EDC Merchant
Merchant
e) Dharma Yukti Karini
1) Mendukung Program Kerja | Melaksanakan program | Terwujudnya | Terlaksananya Ketua
dan Kegiatan Dharmayukti | kerja  dan  kegiatan | program kerja | program  kerja Dharmayukti
Karini Cabang Dharmayukti karini | dan kegiatan | dan  kegiatan Karini

Kualasimpang

cabang Kualasimpang

Dharmayukti
karini cabang
Kualasimpang

Dharmayukti
karini ~ cabang
Kualasimpang




e) Unit Pengelola Zakat
1) Membentuk organisasi Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya X| X| X| X Ketua UPZ
UPZ bagi Mahkamah organisasi UPZ bagi | organisasi organisasi UPZ
Syar’iyah Kualasimpang Mahkamah  Syar’iyah | UPZ bagi | bagi Mahkamah
Kualasimpang Mahkamah Syar’iyah
Syar’iyah Kualasimpang
Kualasimpang
2) Meningkatkan kegiatan dan | Melaksanakan kegiatan | Terwujudnya | Terlaksananya X| X| x| X Ketua UPZ
aktifitas UPZ di Mahkamah | dan aktifitas UPZ di | kegiatan dan | kegiatan  dan
Syar’iyah Kualasimpang | \fahkamah ~ Syar’iyah | aktifitas UPZ | aktifitas UPZ di
dengan memotong gaji Kualasimpang di Mahkamah | Mahkamah
pegawai dgn haklm_sert_a Svar’ivah Svar'ivah
remunerasi pegawai setiap yary yariya
bulan sebesar 2.5 %: Kualasimpang | Kualasimpang
f) luran Sosial
1) Mengaktifkan iuran sosial Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya x| x| x| X
bulanan Mahkamah pelaksanaan iuran sosial | pelaksanaan pelaksanaan
Syar’iyah Kualasimpang bulanan juran  sosial | iuran sosial
bulanan bulanan
2) Menyalurkan iuran sosial Melaksanakan Terwujudnya | Terlaksananya X| X| x| x
kepada anggota dan penyaluran iuran sosial | penyaluran penyaluran
keluarga yang mengalami kepada anggota dan | iuran  sosial | iuran sosial
quar:f;bvanSuukza(g;;a keluarga yang | kepada kepada anggota
mengalami sukacita | anggota dan | dan keluarga
maupun dukacita keluarga yang | yang mengalami
mengalami sukacita
sukacita maupun
maupun dukacita
dukacita

Mengetahui ;

Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.
NIP. 19641107 199403 1 001

Kualasimpang, 25 Januari 2017

Steering Committe

Dra. Nurismi Ishak

NIP. 19700904 199403 2 006




RANCANGAN KEPUTUSAN RAPAT KERJA
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
TANGGAL 25 JANUARI 2017
DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG

HASIL RUMUSAN KOMISI |
BIDANG TEKHNIS YUDISIAL (HUKUM FORMIL DAN MATERIL)

A. Hukum Formil

1.

Semua hasil rumusan Raker Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang tanggal 25 Januari
2017 dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang, disamping peraturan perundang-undangan lainnya yang

berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang;

Advokat yang beracara di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang harus menunjukan
kartu identitas yang masih berlaku dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal
4 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan melampirkan
fotokopi identitas advokat, dalam hal Kartu Tanda Anggota akan berakhir hakim agar
mengingatkan yang bersangkutan segera memperpanjangnya. Advokat pendamping
atau Advokat Magang dapat hadir di persidangan dengan ketentuan didampingi oleh

Advokat yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku.

Untuk kuasa insidentil harus menpedomani Surat Edaran TUADAULDILTUN MARI
No. MA/KUMDIL/8810/1987 sebagaimana dalam buku Il dan hasil rapat koordinasi
Mahkamah Syar’iyah Aceh tanggal 4 s/d 5 agustus 2016 di Banda Aceh;

Pemberian kuasa insidentil didalam persidangan tetap mendapat izin dari Ketua
Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang setelah terlebih dahulu menghadap Panitera dan

memeriksa kelengkapan syarat-syarat.

Pencabutan surat kuasa dapat diterima meskipun pencabutan surat kuasa tersebut oleh

satu pihak.

Terhadap perkara mediasi yang diikuti oleh kuasa harus melampirkan surat kuasa

istimewa dalam hal salah satu pihak tidak hadir.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Terhadap perkara lkrar Talak jika pihak berhalangan hadir maka wajib menyertakan

surat kuasa istimewa .

Untuk keperluan dalam menetapkan hak-hak istri yang diceraikan dalam perkara
perceraian hakim harus menggali keterangan pihak atau saksi tentang pekerjaan
pemohon (suami) dan besaran penghasilannya;

Pada dasarnya putusan perkara hadhonah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam
pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk
menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum Tergugat

untuk membayar dwangsom;

Pembebanan biaya sita dan pemeriksaan setempat dalam gugatan rekonvensi perkara
bidang perkawinan ditetapkan untuk dibebankan kepada pihak penggugat rekonvensi,
bukan kepada pihak penggugat konvensi;

Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan

bersama-sama dengan gugatan perceraian, atau dalam gugatan rekonvensi;

Hakim wajib mendamaikan terlebih dahulu sebelum memerintahkan para pihak untuk
mediasi, sebagaimana ketentuan pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dan ditambah dengan UU Nomor 50 tahun 2009;

Mediasi dalam perkara perceraian yang gugatannya bersifat kumulatif mediasinya
dianggap berhasil sebagian walaupun dalam gugatan pokok perkara tetap berlanjut dan

keberhasilan dalam mediasi tersebut harus dituangkan dalam putusan;

Dalam perkara perceraian sedapat mungkin anak kandung/anak tiri tidak dijadikan

sebagai saksi dalam persidangan;

Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang
dilangsungkan diluar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu

tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Kumulasi itsbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan
pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari Mahkamah
Syar’iyah, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan dan gugatan perceraian tidak

dapat diterima.

Pemohon yang mengajukan Itsbat Nikah sebagai isteri kedua, maka isteri pertama atau

ahli warisnya wajib dijadikan sebagai pihak;



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang
beragama Islam yang perkawinannya dilakukan di luar negeri dapat dilakukan
sepanjang perkawinan tersebut telah didaftarkan di PPN Jakarta Pusat.

Pihak ahli waris yang sudah menjual sebagian harta warisan maka harta warisan yang
dijual tersebut harus diperhitungkan dengan bagian waris yang seharusnya diterima

oleh ahli waris yang menjual harta warisan tersebut.

Alat bukti tertulis harus dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh ketua
majelis serta menerakan catatan pada fotokopi itu telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai kemudian ditanda tangani, diberi tanggal dan diberi tanda oleh ketua

majelis;

Pelaksanaan descente, sita jaminan terhadap objek tanah yang mempunyai sertifikat
harus melibatkan pihak dari BPN, sepanjang memungkinkan untuk diikutsertakan;

Berita acara pelaksanaan descente harus dibuat sebagaimana berita acara persidangan
pada umumnya dan mencantumkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi riil

objek di lapangan;

Permohonan perubahan/pembetulan nama dalam akta nikah merupakan kewenangan
Mahkamah Syar’iyah (Permenag Nomor 11 Tahun 2007);

Putusan izin ikrar talak yang sudah BHT agar dibuatkan PHS ikrar talak walaupun ada

verzet, banding dan atau kasasi;

Perkara yang tidak dilaksanakan 6 bulan setelah PHS ikrar talak, maka terhadap
perkara tersebut harus dibuat penetapan bahwa putusan tersebut tidak berkekuatan

hukum;

Pertimbangan tentang ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 agar dimuat dalam putusan cerai gugat, sedangkan untuk cerai talak perintah

pengiriman tersebut terhadap salinan penetapan ikrar talak;

Didalam persidangan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang harus dilakukan
penyumpahan dan dibuat berita acara sumpah terhadap penemuan alat bukti tertulis
yang diajukan sebagai novum oleh pemohon peninjauan kembali sesuai dengan
ketentuan pasal 69 huruf (b) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, tanpa harus

menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat novum;



28. Mahkamah Syar’iyah secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayah
apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal
tersebut diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

29. Sengketa hak milik sebagaimana dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadlian
agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pindah
tangan pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.
Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat transaksi kedua dan seterusnya,
maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk

memutus dan mengadilinya.

I1. Ekonomi Syari’ah
1. Gugatan wanprestasi di bidang ekonomi syar’iah, hakim secara ex officio tidak boleh
membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan
pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan syari’ah
merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah sedangkan yang selainnya merupakan

kewenangan peradilan umum;

3. Pelaksanaan putusan arbitrase syari’ah dan pembatalannya harus melalui Mahkamah

Syar’iyah,

4. Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syari’ah tetap dapat
dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan

yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku.

5. Hakim yang menangani perkara ekonomi syari’ah sedapat mungkin hakim yang telah
bersertifikasi hakim ekonomi syari’ah dan jika tidak ada maka hakim yang telah pernah
mengikuti diklat ekonomi syari’ah, jika tidak ada juga maka pimpinan yang

menyelesaikan perkara tersebut.

6. Perkara ekonomi syari’ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan
dengan acara biasa, diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau

pendaftaran perkara secara elektronik.

7. Pemeriksaan perkara sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang

diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.



8.

Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling
lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan dan salinan putusan diberikan paling

lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

Pemeriksaan dalam perkara ekonomi syariyah terhadap saksi ahli dapat dilakukan dengan

menggunakan bantuan teknologi informasi.

1. Jinayat

1.

Persidangan perkara Jinayat dilaksanakan berpedoman kepada Qanun Aceh nomor 7
tahun 2013 tentang hukum acara jinayat jika tidak terdapat dalam Qanun acara jinayat

maka persidangan dilaksanakan menurut KUHAP;

Untuk penjatuhan hukuman sedapat mungkin terdakwa dijatuhi hukuman cambuk
sebagai pilihan utama dan jika majelis berpendapat lain dapat memilih hukuman yang
setimpal bagi terdakwa;

Hakim Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang belum bersertifikasi hakim anak
berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku atau korbannya anak-anak sepanjang

belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak.

B. HUKUM MATERIIL

1.

Kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap

anak kandung;

Anak yang dilahirkan dari hasil zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan
kepentingan anak serta hak asasi anak menerapkan pendapat Mazhab Hanafiah dimana
anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah
biologisnya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang,

berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut.

Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak
ke Mahkamah Syar’iyah, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan

memperoleh kepastian siapa orang tuanya.

Penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan

kemampuan ekonomi suami dan asas kepatutan;



6. Harta warisan adalah nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat
meninggal dunia. Adapun hasil yang dikembangkan dari harta warisan merupakan harta

perkongsian antara para ahli waris selama harta tersebut belum dibagi pokok warisnya;

7. Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian
dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah yang tidak lebih dari sepertiga;

8. Hibah orang tua kepada anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang dari
orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut
adalah harta bersama, maka hanya Y2 dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah

hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan;

Kualasimpang, 25 Januari 2017

Sekretaris Komisi | Ketua Komisi |

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. Pahruddin Ritonga, S.H.I.
NIP. 119840412 200904 2 007 NIP. 19781014 200604 1 002



RANCANGAN KEPUTUSAN RAPAT KERJA
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
TANGGAL 25 JANUARI 2017
DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG

HASIL RUMUSAN KOMISI 11
BIDANG KEPANITERAAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. KEPANITERAAN

1.

10.

11.

Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai SOP Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang secara
one stop service (satu layanan terpadu), dengan mengefektifkan pelaksanaan sistem meja
yakni meja I, Meja 11 dan Meja Il1;

Mewajibkan setiap perkara yang masuk baik perdata maupun jinayat untuk menyertakan
softcopy dari gugatan/permohonan atau dakwaan;

Kasir menginput biaya perkara setiap hari. Sesuai dengan transaksi yang masuk
perharinya;

Untuk keseragaman PMH, PHS, Relaas Panggilan, dan blanko-blanko lainnya agar
menggunakan formulir administrasi kepaniteraan yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag
tahun 2014;

Membuat dan melaksanakan layanan pendaftaran perkara secara onling;

Membuat keputusan bersama dengan pengadilan negeri kualasimpang tentang Biaya
Pemanggilan dan Biaya Pemberitahuan Isi Putusan;

Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang penyetoran di laksanakan seminggu dua kali;

Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya
proses dan panjar biaya perkara yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Syar’iyah kualasimpang tentang biaya perkara;

Mengoptimalkan pemanfaatan instrumen perkara di kepaniteraan untuk menunjang tertib
administrasi perkara;

Mengefektifkan pengisian semua buku register, buku jurnal, buku induk keuangan
perkara;

Menempatkan buku-buku register perkara secara tertib, aman dan terpelihara dalam

lemari khusus;



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

217.

Meningkatkan tertib pengelolaan dan Penataan arsip perkara berdasarkan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi (POLA BINDALMIN);

Menginput seluruh putusan dan penetapan ke website Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang dan Direktori Putusan MA RI;

Membuat buku kontrol arsip perkara, baik secara manual maupun pada aplikasi menu
arsip perkara di SIPP;

Mengoptimalkan panggilan tabayyun melalui aplikasi SIPP dan website Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang;

Mengoptimalkan fungsi Hakim Pengawas untuk memeriksa kelengkapan berkas banding,
kasasi dan PK sesuai dengan surat keputusan ketua mahkamah syar’iyah kualasimpang;
Meningkatkan pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;

Melaksanakan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tatacara Pelayanan dan
Pemeriksaan Perkara VVolunter Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu di Pengadilan
Melaksanakan Sidang keliling;

Membuat laporan perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum dan biaya
perkara setiap bulan;

Mengarsipkan putusan dalam bentuk soft copy dan di tempatkan pada album compact
disk (CD) dan diberi nomor perkara, khusus untuk perkara jinayah mengirim salianan
putusan ke mahkamah syar’iyah aceh;

Mengoptimalkan penanganan pengaduan berdasarkan PERMA no 9 tahun 2016;
Mengefektifkan penyampaian laporan keadaan perkara dari Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang ke Mahkamah Syar’iyah Aceh paling lambat tanggal 2 (dua) setiap

bulannya;

Melakukan pengawasan terhadap keuangan perkara dan buku-buku register perkara

minimal satu bulan sekali oleh Panitera;

Setiap berita acara yang di buat oleh Panitera/Panitera pengganti di periksa oleh Majelis
hakim melalui folder masing-masing majelis hakim, sebelum di tanda tangani dan berita

acara sidang harus selesai 3 hari sebelum sidang berikutnya;
Melakukan minutasi berkas 3 hari setelah putus;

Akta Cerai dalam perkara cerai gugat di cetak 1 (satu) hari setelah perkara tersebut BHT,
sedangkan terhadap perkara cerai talak di serahkan sesaat setelah ikrar talak di

laksanakan oleh petugas meja 3 (tiga);



28. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIPP sejak pendaftaran perkara sampai minutasi

sesuai dengan tupoksi masing-masing;

B. TEKNOLOGI INFORMASI

1. Rencana dan server penyimpan data;

a.

2.

Membuat Roadmap Tekhnologi Informasi untuk Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang;

Menyiapkan pengamanan dan penyimpanan seluruh data secara lengkap;
Mengusulkan pengadaan server sesuai standar mahkamah agung;

Meningkatkan bimbingan teknis bagi operator Aplikasi, SIPP dan Website;

Meja Informasi

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang menyediakan media informasi berupa :
a.1l. Brosur prosedur berperkara;

a.2. Banner.

a.3. TV Media.

a.4. Touch Screen media informasi.

a.5. Papan pengumuman.

Melatih petugas meja informasi melalui Diklat Di Tempat Kerja (DDTK).

Petugas Meja Informasi harus berpenampilan baik dan menarik serta komunikatif;

Petugas Meja Informasi wajib memahami dan melaksanakan 10 (sepuluh) rumusan

penting Loka Karya Meja Informasi Tahun 2011;

Petugas meja informasi harus memperhatikan dan mempedomani Surat Edaran
Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/P.01/11/2002 tanggal 15 Februari 2002,
diperbaharui dengan Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 8 Maret

2010 tentang Penerimaan Tamu;

Menyediakan sarana dan prasarana sebagai pendukung meja informasi berupa tempat,

meja, Komputer yang terkoneksi dengan SIPP, dan lain-lain.

Mengoptimalkan pelayanan petugas meja informasi dalam rangka memberikan

pelayanan kepada mayarakat dengan menunjuk petugas informasi secara bergantian;



3. Pengelolaan Website

a.

b.

g.

Meningkatkan sistem pengelolaan website;

Meningkatkan implementasi KMA 1-144/SK/2014 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan dengan melengkapi dan mengupdate content menu informasi peradilan

pada website sebanyak 47 item untuk Pegadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Mengupdate data informasi dan berita di website secara continue dan berkala.

. Meningkatkan tampilan website sebagai media digital modern;

Melatih petugas pengelola website melalui Diklat Di Tempat Kerja (DDTK).

Menyediakan pendaftaran perkara online di website Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang.

Menyediakan dan mengisi Tabayyun (panggilan delegasi) pada website.

SIPP

a.

b.

d.

€.

Mengefektifkan input data perkara ke SIPP;

Meningkatkan  upload data perkara SIPP ke  Website  http://sipp-

ma.mahkamahagung.go.id/.

. Petugas pengelola SIPP mengontrol implementasi pelaksanaan SIPP secara berkala

menggunakan Aplikasi pengawasan.
Melatih petugas pengelola SIPP dan user melalui Diklat Di Tempat Kerja (DDTK).

Menyiapkan antrian sidang berbasis SIPP.

5. Transparansi Putusan

Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan melalui Direktori Putusan pada website

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang secara one day publish.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna pengembangan

a. Website,

b. SIPP

C.

Pelayanan pendaftaran online,

d. Upload data di info perkara di web badilag,

e.

Upload putusan pada Direktori Putusan MA,



f. Pelaksanaan arsip digital,

g. Pelaksanaan arsip putusan dan arsip kegiatan dan surat-surat dinas setiap unit pada server

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang,

Kualasimpang, 25 Januari 2017
Sekretaris Komisi 11 Ketua Komisi Il

Yusnidar, S.H. Drs. Bakhtiar, S.E., M.H.
NIP. 19840412 200904 2 007 NIP. 19781014 200604 1 002



RANCANGAN KEPUTUSAN RAPAT KERJA
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
TANGGAL 25 JANUARI 2017
DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG

HASIL RUMUSAN KOMISI 111
BIDANG KESEKRETARIATAN DAN ORGANISASI NON KEDINASAN

1. KESEKRETARIATAN

a. Umum

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

Meningkatkan tertib pengelolaan surat dan fungsi arsip, sesuai dengan buku | edisi
2007 Pola Kklasifikasi Surat Mahkamah Agung RI ;

Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar melalui aplikasi ASAMURAT ;

Membuat buku bantu distribusi surat masuk ;

Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan perpustakaan secara manual maupun
secara aplikasi ;

Mengupayakan pengadaan Meja Baca, Rak/Lemari dan sarana perpustakaan lainnya
serta Buku bacaan perpustakaan ;

Meningkatkan pengelolaan tertib administrasi barang milik Negara ;

Mengusulkan penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara ;

Mengusulkan penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL Lhokseumawe ;
Melakukan Rekonsiliasi BMN Semester dan Tahunan ke KPKNL Lhokseumawe;

10) Menyusun Laporan BMN Semester | dan 11 ;
11) Mengentri ATK ke dalam Aplikasi Persediaan ;

12) Mengusulkan pembangunan Ruang tunggu sidang, Ruang Tahanan, halaman dan

taman gedung kantor Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang pada APBN-P 2017 ;

13) Mengupayakan pembangunan Nomenklatur Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang

pada tahun 2017;

14) Mengusulkan pengadaan kenderaan dinas roda empat pada APBN-P 2017,

15) Mengupayakan pembangunan parkir para pihak pada tahun 2017 ;

16) Mengupayakan pengurusan sertifikat tanah rumah dinas pada tahun 2017;

17) Melaksanakan Rapat Kerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang satu kali dalam satu

tahun;



18) Melaksanakan Rapat Koordinasi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang satu kali setiap
bulan;

19) Menyusun laporan LKJIiP;

20) Mempersiapkan data dukung untuk kenaikan kelas Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang ke Kelas 1B

21) Melakukan kegiatan senam sehat 2 kali dalam sebulan sekali;

22) Melakukan kegiatan gotong royong 2 kali dalam sebulan sekali;

23) Melaksanakan Refresing keluarga besar Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang sekali
dalam setahun;

. Keuangan

1) Mendukung dengan sepenuhnya opini BPK atas laporan keuangan Wajar tanpa
Pengecualian (WTP) pada Mahkamah Agung.

2) Menyusun dan mengumpulkan data pendukung kelengkapan usulan RKA-KL Tahun
Anggaran 2018 sesuai dengan skala prioritas ;

3) Mengusulkan pengadaan ATR dan E-SKUM pada RKA-KL Tahun 2018 ;

4) Merencanakan penggunaan keuangan sesuai dengan DIPA yang tersedia;

5) Menggunakan dana DIPA secara efektif dan efisien sehingga memenuhi sasaran;

6) Meningkatkan pengetahuan SDM pengelola keuangan untuk mengikuti pelatihan
teknis non yudisial yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Syar’iyah
Aceh maupun Instansi Lainnya ;

7) Membuat usulan tunjangan khusus kinerja pegawai (remunerasi) setiap bulan paling
lambat tanggal 5 ;

8) Penyampaian LPJ Bendahara setiap bulan paling lambat tanggal 10 ;

9) Penyampaian E-Rekon ke KPPN setiap bulan paling lambat tanggal 10 ;

10) Penyampaian laporan SAIBA ;

11) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Bulanan (Aplikasi E-Monev Anggaran dan
Aplikasi Komdanas);

12) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Tiwulan (Aplikasi E-Monev Bappenas);

13) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Semesteran (Aplikasi Komdanas);

14) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Tahunan ;

15) Menyusun Laporan Keuangan Semester | dan |1 ;

16) Merealisasikan anggaran belanja program dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya mahkamah syar’iyah kualasimpang :



a. Belanja Pegawai total pagu anggaran : Rp. 3.508.143.000,-
b. Belanja Barang Operasional total pagu anggaran : Rp. 856.546.000,-
c. Belanja Barang Non Operasional total pagu anggaran : Rp. 78.000.000,-

17) Merealisasikan program sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA
01) dengan total pagu anggaran Rp. 332.500.000,-

18) Merealisasikan program manajemen peradilan agama (DIPA 04) dengan total
anggaran Rp. 75.250.000,-

19) Merealisasikan Anggaran Belanja Modal Alat pengolah Data dan komunikasi
pendukung kesekretariatan (Laptop, Printer Pita, CCTV dan Infocus);

20) Merealisasikan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran (Meubelair);

21) Merealisasikan Anggaran Belanja Modal Alat pengolah Data SIPP (Laptop, TV
LED, dan UPS);

22) Merealisasikan belanja pegawai (Gaji dan Uang Makan), belanja barang (GUP)
setiap bulan ;

23) Memberikan Form SPT Kepada semua Hakim dan Pegawai Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang untuk dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 31 Maret
2017 ;

24) Melaksanakan penyetoran pajak belanja barang (PPN 10 % dan PPh 1,5%) dan
pemeliharaan (PPN 10% dan PPh 2%) setiap bulannya ;

25) Mengupdate dan mengupload data keuangan pada Aplikasi KOMDANAS ;

26) Melaksanakan study banding ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang telah
mendapat 1SO atau sudah Akreditasi ;

. Kepegawaian

1) Meningkatkan disiplin pegawai dengan mempedomani ketentuan yang berlaku dengan
menerapkan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS dan PP Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

2) Meningkatkan disiplin berpakaian dinas pada jam dinas;

3) Meningkatkan disiplin dengan pelaksanaan Apel Setiap Senin Pagi dan Jum’at Sore ;

4) Meningkatkan Disiplin Hakim, Pegawai dan Honorer dengan Menerapkan Absen
Finger Print dan Manual ;

5) Memberikan penghargaan kepada pegawai dan honorer yang berprestasi (reward and

punishment);



6) Memberikan sanksi kepada pegawai negeri dan pegawai honorer yang melanggar
peraturan sesuai peraturan yang berlaku (reward and punishment);

7) Meningkatkan kualitas pengetahuan SDM Hakim, Pegawai, dan Staf untuk mengikuti
pelatihan teknis non yudisial yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah
Syar’iyah Aceh maupun Instansi Lainnya ;

8) Melaksanakan rekruitmen dan seleksi Pegawai honorer dengan berpedoman kepada
Juklak dan Juknis Mahkamah Syar’iyah Aceh setiap Awal Tahun ;

9) Membuat Pakta Integritas setiap Hakim dan Pegawai setiap Awal Tahun;

10) Mengusulkan tanda jasa pengabdian pegawai yang telah memenuhi syarat;

11) Mengusulkan Pemberian Ijin Belajar ke Mahkamah Syar’iyah Aceh bagi
Hakim/Pegawai yang akan melanjutkan pendididikan yang lebih tinggi;

12) Mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun pegawai tepat waktu;

13) Mengusulkan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan BPJS bagi yang belum memiliki ;

14) Melengkapi dokumen elektronik administrasi Pegawai khususnya dalam aplikasi
SIMPEG/E-Documen;

15) Melengkapi dokumen elektronik administrasi Pegawai khususnya dalam aplikasi
SIKEP/E-Documen;

16) Menerbitkan SK Perpanjangan Pegawai Honorer;

17) Menerbitkan SK yang berhubungan dengan Kepegawaian ;

18) Menerapkan kontrak kerja pegawai honorer;

19) Mengkoordinir pembuatan SKP setiap awal tahun dan penilaian prestasi kerja disetiap
akhir tahun;

20) Membentuk tim monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan Perma Nomor 7, 8, 9
Tahun 2016;

21) Mengupdate data kepegawaian Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang di KOMDANAS

22) Membentuk SK Tim Penanganan Pengaduan beserta pengawasannya;

23) Membentuk Tim Reformasi Birokrasi;

24) Membuat Rencana dan Tim WBK (Wilayah Bebas Korupsi);

25) Membuat SK Tim Penyusun LKJIP Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang;

d. Teknologi Informasi, Perencanaan dan Pelaporan

1) Menyiapkan bahan dalam melakasanakan program;

2) Menunjuk petugas pengelolaan Teknologi Informasi;



3)
4)
5)
6)

7)
8)

Mengawasi pengelolaan teknologi informasi secara rutin;

Membuat papan statistik yang berkaitan dengan kegiatan kantor;
Mendokumentasikan seluruh kegiatan Pimpinan dan Kantor;

Membuat berita kegiatan pimpinan dan kantor serta mengirimkan ke website MS
Kualasimpang, MS Aceh dan Badilag.net;

Membuat kaleidoskop kegiatan Mahkamah Syar’iah selama satu tahun; dan

Melaksanakan evaluasi internal secara berkala.

2. Organisasi Non Kedinasan

a.

Ikatan Hakim Indonesia ( IKAHI)

1) Mendukung pelaksanaan program kerja IKAHI Cabang Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang.

2) Mengaktifkan kegiatan IKAHI Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dalam upaya
peningkatan SDM dalam hal kajian hukum, IT, pengawasan dan Pedoman perilaku
Hakim;

3) Mengusulkan agar setiap anggota IKAHI Cabang Kualasimpang memiliki kartu
anggota IKAHI dari pengurus IKAHI pusat;

4) Mengupayakan agar setiap anggota IKAHI Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang

menjadi peserta dana sosial Hakim, dan memperoleh kartu anggota;

. Ikatan Panitera/ Sekretaris Peradilan Indonesia (IPASPI)
1) Membentuk Pengurus IPASPI dan mengusulkan Kartu Anggota IPASPI;
2) Menindaklanjuti program kerja IPASPI pusat
3) Mengaktifkan iuran anggota masing masing cabang sesuai kesepakatan  guna
untuk menunjang kegiatan IPASPI yang telah di programkan;
4) Mengupayakan bantuan hukum (advokasi) bagi seluruh jajaran Kepaniteraan dan

Kesekretariatan dan keluarganya yang tersangkut dengan hukum;

Persatuan Tenis Warga Pengadilan ( PTWP )

1) Mendukung program kerja PTWP daerah lingkungan MS Aceh;

2) Melaksanakan pembinaan secara berkala untuk mempersiapkan Team PTWP
Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, dengan melakukan latihan latihan yang
efektif dua kali dalam seminggu dan pertandingan uji coba di wilayah Aceh dan

luar aceh;



3) Mengaktifkan iuran anggota PTWP Daerah, Pusat, MS Kualasimpang dan
sumbangan lain sesuai program kerja Persatuan Tenis Warga Peradilan Cabang
Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang;

d. Koperasi
1) Meningkatkan usaha koperasi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang dapat
mensejahterakan anggota;
2) Melakukan kerja sama dengan Bank BRI Cabang Kualasimpang dalam hal EDC
Merchant ;

e. Dharma Yukti Karini
e Mendukung Program Kerja dan Kegiatan Dharmayukti Karini Cabang

Kualasimpang;

f.Unit Pengelola Zakat
1) Membentuk organisasi UPZ bagi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang;
2) Meningkatkan kegiatan dan aktifitas UPZ di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang
dengan memotong gaji pegawai dan hakim serta remunerasi pegawai setiap bulan

sebesar 2.5 %;

h. luran Sosial
1) Mengaktifkan iuran sosial Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang;
2) Menyalurkan iuran sosial kepada anggota dan keluarga yang mengalami peristiwa

Suka Cita maupun Duka Cita ;
Kualasimpang, 25 Januari 2017

Sekretaris Komisi 111 Ketua Komisi 11

Sukri D. Bintang Yarvis Luthfi, S.H.
NIP. 19841215 200604 2 010 NIP. 19761229 200312 1 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG

NOMOR: W1-A15/734/0T.01.1/11/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA

MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

KETUA MAHKAMAH SYAR’TYAH KUALASIMPANG

Bahwa untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang Tahun 2017, dipandang perlu
melaksanakan Rapat Kerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang
guna mengevaluasi Program Kerja Tahun 2016 dan menetapkan
langkah-langkah serta program kerja Tahun 2017;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

5. Hasil Rapat Pimpinan dan seluruh Pegawai Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang tanggal 18 Nopember 2016;

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH
KUALASIMPANG TENTANG PENYELENGGARAAN
RAPAT KERJA MAHKAMAH SYAR’TYAH
KUALASIMPANG TAHUN 2017;

Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran | dan
lampiran Il surat Keputusan ini sebagai Panitia Pengarah dan
Panitia Pelaksana Rapat Kerja Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang Tahun 2017;

Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran | dan Il surat
keputusan ini sebagai Peserta Rapat Kerja Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang;

Rapat kerja tersebut diselenggarakan pada Pertengahan Januari
2017 di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang;



Keempat

Kelima

Panitia bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
Rapat Kerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang tahun 2017 dan
melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kualasimpang

Pada tanggal : 14 Nopember 2016
Ketua,

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.
NIP. 19641107 199403 1 001



LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
NOMOR: W1-A15/734/0T.01.1/11/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH
RAPAT KERJA MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG

TAHUN 2017
Pembina . Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang;
Penanggung jawab : Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang;
Ketua : Drs. Syardili
Sekretaris : Drs. Bakhtiar, S.E., M.H.
Anggota : 1. Mursyid Syah, S.Ag.

2. Pahruddin, S.H.I.

3. Dangas Siregar, S.H.l., M.H.

4. A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I., M.A.
5. Fadilah Halim, S.H.I., M.H.

6. Yarvis Luthfi, S.H.

Ditetapkan di : Kualasimpang
Pada tanggal : 14 Nopember 2016
Ketua,

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.
NIP. 19641107 199403 1 001



LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
NOMOR: W1-A15/734/0T.01.1/11/2016

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KERJA
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG

TAHUN 2016
Pembina : Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang;
Penanggung jawab : Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang;
Ketua : Drs. Syardili
Sekretaris : Drs. Bakhtiar, S.E., M.H.
Bendahara : Sukri D. Bintang
Seksi-seksi:
1. Perlengkapan dan
Dokumentasi : 1. Yarvis Luthfi, S.H.
2. Abdul Salam
3. Muhammad Aulia Abrar, S.H.1I.
4. Zainal Abidin
5. Nebih Beri Syakban, S.E.
6. Nurizal Ardiansyah, S.E.
7. Abdul Aziz
8. Anwar Amri
2. Konsumsi : 1. Nurul Hijrah, S.Ag.
2. Anny Suryani, S.Ag.
3. Igbal, S.H.I.
4. Irmayawati
5. Nurizal Ardiansyah, S.E.
6. Fahmi Ardiansyah
7. Ammar Fadhlilliah
8. Taufik Hidayat Siregar

Ditetapkan di : Kualasimpang
Pada tanggal : 14 Nopember 2016
Ketua,

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.
NIP. 19641107 199403 1 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
NOMOR: W1-A15/ /OT.01.1/1/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA RAPAT KERJA
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
TAHUN 2017

KETUA MAHKAMAH SYAR’TYAH KUALASIMPANG

Menimbang : Bahwa untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang Tahun 2017, dalam melaksanakan
Rapat Kerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang guna
mengevaluasi Program Kerja Tahun 2016 dan menetapkan
langkah-langkah serta program kerja Tahun 2017 maka perlu
ditunjuk  Peserta Rapat Kerja ~Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

5. Hasil Rapat Pimpinan dan seluruh Pegawai Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang tanggal 18 Nopember 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan . SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH
KUALASIMPANG TENTANG PENUNJUKAN PESERTA
RAPAT KERJA MAHKAMAH SYAR’IYAH
KUALASIMPANG TAHUN 2017;

Pertama . Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat

Keputusan ini sebagai Peserta Rapat Kerja Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang Tahun 2017;



Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam surat keputusan ini
sebagai Peserta Rapat Kerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang;

Rapat kerja tersebut diselenggarakan pada Pertengahan Januari
2017 di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang;

Panitia bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
Rapat Kerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang tahun 2017 dan
melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kualasimpang
Pada tanggal : 23 Januari 2017
Ketua,

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.
NIP. 19641107 199403 1 001



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG

NOMOR: W1-A15/

TENTANG

/OT.01.1/1/2017

PENUNJUKAN PESERTA RAPAT KERJA
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG

TAHUN 2017

No. Nama Jabatan

1. | Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H. Ketua

2. | Dra. Nurismi Ishak Wakil Ketua

3. | Pahruddin Ritonga, S. HI Hakim

4. | Dangas Siregar, S. HI Hakim

5. | A Latif Rusydi Azhari Harahap, S. HI, MA | Hakim

6. | Fadhilah Halim, S. HI Hakim

7. | Drs. Bakhtiar, SE, MH Panitera / Sekretaris

8. | Hj. Salbiah, S. Ag Wakil Panitera

9. | Yarvis Luthfi, SH Sekretaris

10. | Nurul Hijrah, S.Ag Panmud Jinayah

11. | Anny Suryani, S.Ag Panmud Hukum

12. | Yusnidar, SH Panitera Pengganti

13. | Juriah Ka Sub Bag Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana

14. | Abdul Salam Ka Sub Bag Umum dan
Keuangan

15. | Zulkifli Jurusita Pengganti

16. | Igbal, S. HI Jurusita Pengganti

17. | Sukri D. Bintang Jurusita Pengganti

18. | Irmayawati Pegawai Honor

19. | Abdul Aziz Pegawai Honor

20. | Anwar Amri Pegawai Honor

21. | Zainal Abidin Pegawai Honor

22. | Ammar Fadlillah Pegawai Honor

23. | Muhammad Aulia Abrar, S. HI Pegawai Honor

24. | Nurizal Ardiansyah, SE Pegawai Honor




25. | Nebih Beri Syakban, SE Pegawai Honor
26. | Fahmi Ardiansyah Pegawai Honor
27. | Taufik Hidayat Siregar Pegawai Bakti
28. | Junaidi Pegawai Bakti
29. | M. Indra lhsyan Pegawai Bakti

Ditetapkan di : Kualasimpang
Pada tanggal : 23 Januari 2017
Ketua,

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.
NIP. 19641107 199403 1 001




PEMBAGIAN KOMISI
RAPAT KERJA MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG

TAHUN 2017
KOMISI |
BIDANG TEKHNIS YUDISIAL (HUKUM FORMIL DAN MATERIL)
Nara Sumber : Ahmad Sobardi, S.H., M.H.
Ketua : Pahruddin Ritonga, S.H.I.
Sekretaris . Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.
Anggota : 1. Dangas Siregar, S.H.l., M.H.
2 A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I., M.A.
3. Zulkifli
4. Igbal, S.H.I.
5. Muhammad Aulia Abrar, S.H.I
KOMISI 11
BIDANG KEPANITERAAN DAN TEKHNOLOGI INFORMASI
Nara sumber . Dra. Nurismi Ishak
Ketua . Drs. Bakhtiar, S.E., M.H.
Sekretaris . Yusnidar, S.H.
Anggota : 1. Hj. Salbiah, S.Ag.
2. Nurul Hijrah, S.Ag.
3. Anny Suryani, S.Ag.
4. Ammar Fadhlillah
5. Nurizal Ardiansyah, S.E.
6. Fahmi Ardiansyah
7. Anwar Amri
KOMISI 111
BIDANG KESEKRETARIATAN DAN ORGANISASI NON KEDINASAN
Nara Sumber . Yarvis Luthfi, S.H.
Ketua . Yarvis Luthfi, S.H.
Sekretaris . Sukri D. Bintang
Anggota : 1. Juriah

2. Abdul Salam

3 Irmayawati

4.  Abdul Azis

5. Zainal Abidin

6.  Nebih Beri Syakban, S.E.

7 Muhammad Aulia Abrar, S.H.I.
8.  Taufik Hidayat Siregar

9. Junaidi

10. M. Indra Ihsyan

Kualasimpang, 23 Januari 2017
Steering Committee

Dra. Nurismi Ishak



